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KATA PENGANTAR

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puiji syukur kepa-
da Allah SWT. Semoga apa yang dilimpahkannya kepada kita semua
senantiasa diberkahi dan diridhoi-Nya. Selanjutnya, sholawat dan
salam semoga senantian disampaikan kepada baginda Nabi Muham-
mad SAW. Semoga dinul Islam yang dianut sebagian besar penduduk
dunia selalu diberikan kemudahan dan kemuliaan oleh Allah SWT.

Buku yang hadir di tengah-tengah pembaca ini merupakan kum-
pulan ide-ide tertuang dalam acara Seminar Nasional diselenggarakan
oleh Lembaga Penelitian IAIN Raden Fatah Palembang dengan tema
“Mengatasi Konflik Sosial-Agraris melalui Pendekatan Kultural danAgama
di Indonesia” di Hotel Penusila, Palembang, Kamis, |3 Desember 2012.

Seminar ini menghadirkan tokoh penting diantaranya Ahamd Yani
adalah Wakil Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR R,
Team Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia Periode 2009-2014 dan Anggota Komisi
lIl DPR RI Periode 2009-2014.

Kemudian, pembicara nasional dan lokal ada 2 (dua) pembicara
nasional yakni Prof. Dr. Iskandar Zulkarnain (Guru Besar Resolusi
Konflik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) yang akan mempresentasikan
makalah berjudul Akar Masalah Konflik Sosial-Agraris di Indonesia dan
Ahmad Yani, SH, MH (Anggota DPR RI Bidang Hukum) akan mempre-
sentasikan makalah berjudul Solusi Konflik Sosial-Agraris di Tinjau dari

Aspek Hukum Positif Indonesia.

Kemudian dihadirkan akademisi antara lain Prof. Dr. Jalaluddin
(Guru Besar IAIN Raden Fatah Palembang Telaah Historis Akar Mas-
alah Konflik Sosial Agraris di Sumatera Selatan dan Hubungannya dengan
Islam Melayu dan Drs, Rifa’i Abun, M.Si (Dosen Fakultas Ushuluddin
IAIN Raden Fatah) mempresentasikan makalah Pendekatan Kultur Ag-
ama dalam Penyelesaian Konflik Sosial Agraris: Tinjauan Filosofis.
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Kumpulan tulisan ini
. an Ini sengaja di s
Seminar Nasional ini memil'k‘g ja dibukukan, karena kajian daam
dal . IKI muatan isu strategis yang d i
alam berbagai aspek, mulai sejarah, politik, hukum IZ: s
ehonoi, sesial, dan agama, Muztan , +keamanan, kultur,
- y ) ik yang strategis ini sudah selay-
ya agar emud.la_n dapat dqat:nd?klanjuti baik berupa kajian lanju-
tan ata}qun penelitian sampai kebijakan pemerintah atau pemangku
kepentingan.

Buku ini sangat layak untuk dibaca oleh semua terutama mere-
ka yang tertarik dalam bidang konflik sosial. Namun, siapapun dire-
komendasikan untuk membaca buku ini mereka aktivis pergerakan,
para pengambil kebijakan, dan dan masyarakat luas.

Indonesid B

|——'——"-‘|I--'I Minamika KP"ﬁU‘”’hf’ﬁ J parts di

Ada sebuah harapan bulu ini mampuy memberi inspirasi dan mo-
tivasi dalam mengkaji dan mendalami persoalan konflik sosial-agraris.
Buku ini tentu saja masih memilili berbagai kelemahan. dan kekuran-
gan. Saran dan kritikan dapat disamparkan melalul email: afriantonie@
gmail.com dan akhir kani sebagai tim editor mohon maaf atas segala
kelemahan dan kekurangan serta kesalahan dalam peryusunan buku
ini. Kemudian, terakhir kami ucaplkan terima kasih bampale

Palembang, 3 April 2019

Tim Editor,
A.friantoni
Tutut Handayani
Yuniar
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BAGIAN 14 :Rekoment Konflik Sosial Agraris Melg),,;

Mengatasi di { . .
Pendekatan Kultur dan Agama di (J/é(///@ /

|mmnesi:zl................................................_,_._“Hs -
Prawacana: Dinamika Konflik
Di Sumatera Selatan

Konflik sosial agraris di Indonesia sudah menjadi "mo_mok" yang
sangat luar biasa, seﬁingga menempatkan Indonesia sel?ag‘al salah satu
bangsa “gagal” dalam tiga puluh tahun ke depan. Konflik disadari disebab-
kan oleh bukan semata-mata berasal dari kelompok masyarakat tertfn-
tu. Karena penyebabnya terkadang sangat multikompleks. Foku? kapa.n
Seminar Nasional ini lebih kepada konflik sosial-agraris yang akhir-akhir
ini merebak di Sumatera Selatan. Tentu saja diduga pemicu konflik ini
tidak semata-mata dari kepentingan agraria.Tapi ada juga peran kehidup-
an sosial yang diyakini salah satunya bersumber dari kultur dan agama
yang kalau diteliti lebih jauh sudah mendarah daging di masing-masing
daerah tersebut.

Kuleur biasanya dibentuk dari adat kebiasaan masyarakat setempat
baik secara kelompok maupun keluarga besar atau nenek moyang me-
reka yang hidup sebelum kemerdekaan dan sebelum kebijakan agraria
diterapkan di negeri Indonesia Merdeka. Agama adalah sikap yang dia-
nut oleh sebuah komunitas terhadap keyakinan kepada Tuhan. Keyakinan
ini terkadang yang membuat mereka yakin akan kebenaran, keberanian
dan kemuliaan Allah kepada mereka. Kedua kajian di atas akan dicoba
digali secara mendalam mengingat belum banyak yang mendalami agar
supaya ditemukan formulasi dan pola pendekatan baru dalam penye-
lesaiqn konflik agraris tersebut. Selin itu, penelitian ini sangat penting
sekali setidaknya untuk mengetahui sebuah usaha budayanisasi lokalis
yang berkembang serta pola keberagamaan yang dianut masyarakat dan
hubungan dengan konflik sosial di masyarakat. Termasuk sikap keagama-
an yang berkembang di masyarakat setempat.Tentu saja, proses yang di-
| :;‘_'f‘gfa” adalz.l.h sebuah usaha penentuan proses pembudayaan sehingga
‘ ijadikan hasil budaya dan kemudian pemicu dalam konflik sosial-agraris.

Dinamikg Kpryﬁ‘ﬁ;os:}z[-j!gmﬁs di Indonesia |
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ditemukan bahwa ad, 4 |
e tama merebakaya konfl gy
adi penye h tersumbutnya komunikasj 4, s"”\'
rakat setempat. Kemudian, ket h‘
T e ey byl
ran” yang menghadapan magyypy - thy
konsep dasar dari kajian penelitian inj teﬂeukh\
rkara. Mald KO, fik, kebijakan pemangku kepentingy,
aspek penti l:;tnul dg;! dan agama masyarakfit- .
kesadaran sosid ional ini berusaha melihat lebih mengypy
Kajian semmaf":; kebijakan yang dikelu::\rka.n oleh pemgp,
kultur dan agama k:; masyarakat dalam menyukapi konflik $OSialag.
pentingan dan torbadaﬂ unsur-unsur formal baik pemerintah Mayy |
diyakini melBaE - eut dikaii lebih jauh keterlibatan ,eh"f',:
pihak swasta, namun ya k mendukung kebijakan Pemangl pe,

ntu
kecil masyarakat se;e;:s:g“menghasiikan konflik horizontal,

tingan sehingga tida endasar dalam penelitian ini karen, 1

sangat m 5
Pmoah:em ini Eiuncul di masyarakat dapat meninglat mey

agnns yang s dikaji agar memperoleh pendekatan ya
konflik sosial karena"de::';]"i'k Hal yang diyakini turut andil besar m

tasi |
mtkd:\l:;“ﬁ":l:g:adalah kultur dan agama yang sangat berpengng

idupan masyarakat setempat.
ml?:f::;:anpar:elakulan seminar nafior:al inir:':iaj:g;‘ tn;:r:(culnyahl
ingi j harmonis Masya omponel
mgmmmr'r:;l]mmﬁt;l:l;\f:l:iﬁ?ilasan sebagai berikut: Pertama,kzhm:
mg menegangkan. Ketegangan di tengah-tengah 'konﬂi!f pasti terd
hal ini sangat merusak citra daerah dan secara pml«_:logas masyarakg
yang konflik rawan mengalami penyakit kejiwaan. Ketldak. tengan hidg
di mana-mana terjadi. Setiap orang saling curiga dan keh1dupar.1 sangt
tidak harmonis. Ketegangan ini memiliki dampak yang sangat signifi

rakat dengan peﬂl
" atau “apal'lt

agar jangan sampai terjadi konflik besar. Hal ini memang sudah ‘
mulasi menjadi satu sentimen negatif masyarakat, kalau ada lpemﬂ
walau berasal konflik agraris akan terus berlanjut dan sebagainya
kepada perbuat sadis. eJ
Keduo, pengaruh ke grassroot. Pengaruh grassroot juga jarang S
dipikirkan para pengambil kebijakan dalam mengambil langkah hulwt
dan mengesampingkan kultur dan agama yang berkembang di "‘ﬁs
rakat. Pengaruhnya misalnya: Penganiayaan, Perampokan, Pele

Dinamikg quﬂfﬁ,fanhf-ﬁgmrfs di Indonesia

Pembunuhan dan sebagainya. Sungguh, pengaruh ke grassroot sangat per-
lu dipertimbangkan dan diperhatikan agar tidak terjadi konflik horizon-
tal.

Ketiga, pengaruh politik dan keamanan. Dalam situasi konflik, istilah
tunggang menunggangi kepentingan politik sering muncul dan sangat
kental sekali. Jika sudah masuk arena politik stuasi sangat berubah dras-
tis, dari isu agraris, sampai ke SARA dan Sosial. Selain itu, I:eamamn juga
terus menerus menjadi korban atas konflik yang berkepanjangan ini.

Kegiatan Seminar Nasional mengangkat tema: Mengatasi Konfiik So-
sial-Agraris Melalui Pendekatan Kultur dan Agoma di Indonesia oleh Lemba-
ga Penelitian AIN Raden Fatah Palembang yang dilaksanakan di Hotel
Sintensa Peninsula Kamis, |3 Desember 2012 ini menghadirkan peserta
dari wilayah Indonesia yang sudah konfirmasi dari Bangkabelitung, Se-
marang, Mataram, dan Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan sebagainya
yang ditargetkan sebanyak 150 peserta.

Dengan ini kami sengaja mengundang pembicara nasional dan lo-
kal ada 2 (dua) pembicara nasional yakni Prof. Dr. Iskandar Zulkarnain
(Guru Besar Resolusi Konflik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) yang akan
mempresentasikan makalah berjudul Akar Masalah Konflik Sesick-Agraris
di Indonesia dan Ahmad Yani, SH, MH (Anggota DPR RI Bidang Hukum)
akan mempresentasikan makalah berjudul Solusi Konflik SesiakAgreris di
Tinjau dari Aspek Hukum Positif Indonesia.

Kemudian dihadirkan akademisi antara hin Prof. Dr. Jalaluddin
(Guru Besar IAIN Raden Fatah Palembang Telach Historis Aker Mesalch

Konflik Sosial Agraris di Sumatera Selatan dan Hubungannya dengen Islam
Melayu dan Drs. Rifa’i Abun, M.Si (Dosen Fakultas Ushuluddin LAIN Ra-
den Fatah) mempresentasikan makalah Pendekatan Kuitur Agama dalam
Penyelesaian Konflik Sesial Agraris :Tinjouan Filosofis.

Selain itu, dihadirkan pula para praktisi dan ulama yakni Drs. Sodi-
kun (Ketua MUI Sumatera Selatan) yang mengangkat tema Model Pende-

4 katanAgama dalam Penyelesaian Konflik Sosiak-Agraris : Konsep dan Aplikesi,

Rusdi,SH (Sekretaris Gerakan Petani Penesak Bersatu, GPPB) Ogan llir
dengan tema Dinamika Tuntutan Masyarakat dan Problematikanya dalem
Konflik Sosial-Agraris di Ogan llir dan Eka Subakti (Ketua KPW Serikat
Tani Nasional Sumsel) dengan tema Kajian Hak dan Kewgjiban Masyaro-

kat dalam Berpartisipasi Meminimalisasi Konflik Sesial Agararis di Sumatera
Selatan.

Dinamikg Konflig Sosial Agrans di Indonesia 3 ||
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Risalah Kasus dan Riwayat
Tanah Petani Ogan Gilir

Penyerobotan Lahan Warga Kecamatan Tanjung Batu, Payaraman,
Lubuk Keliat, Tanjung Raja, Inderalaya Selatan dan Inderalaya Induk Ka-
bupaten Ogan llir oleh PTPNVII Cinta Manis diuraikan sebagai berikut:

Kondisi Sosisal Ekonomi Masyarakat

Situasi ekonomi warga di 6 (enam) Kecamatan di dalam Kabu-
paten Ogan llir yang terdiri dari beberapa Desa yang konflik agraria
dengan PT.PNVII Cinta Manis antara lain:

Kecamatan Tanjung Batu terdiri dari 8 (delapan) Desa (Desa Seri
Bandung (Seri Tanjung), Tanjung Atab, Tanjung Batu Petai, Kel.Tajung Batu,
Tanjung Pinang, Limbang Jaya, Tanjung Laut, dan Sentul).

Kecamatan Payaraman terdiri dari | Desa (Desa Seri Kembang |,
Desa Seri Kembang 2 dan Desa Seri Kembang 3).Kemudian, Kecamatan
Lubuk Keliat terdiri dari 5 Desa (Desa Betung, Desa Sunur (R. Kuang),
Desa Ketiau, Desa Lubuk Kuliat, dan Desa Paya Lingkung). Kemdian, Ke-
camatan Tanjung Raja terdiri dari | Desa (Desa Siring Alam). Kemudian,
Kecamatan Inderalaya Selatan terdiri dari 2 Desa (Desa Meranjat (ter-
diri dari Meranjat 1,2 dan 3), dan Desa Tebing Gerinting Muara Meran-

jat Kemudian, Kecamatan Inderalaya Induk Terdiri dari | Desa (Tanjung
Gelam, Tanjung Sejaroh Sakti.

Adapun jumlah Kepala Keluarga berkisar 634 KK. Sebagian masya-
rakatnya yang secara turun temurun sebagai petani dan hampir seluruh-
nya adalah masyarakat pribumi asli. Sekitar 90% sebagai petani ladang
sebagian kecil adalah Pedagang, Tukang, Pegawai Swasta dan Pegawai Ne-
geri sipil hampir semua lahan yang ada (sebelum PT.PNVII) ditanami de-

ngan bermacam macam tanaman yakni PadiTalang, Nanas, Karet sebagai
komoditi utama.
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tersebut, bila dilihag 4. .
Lavan 51 ',‘;.'ff:h-n"r:m Lahan PAIK Pribag gy 08
2 (dlll)
6 kecamatan tersebut sep,,
Kebun Des? ikan lahan di un tanpa surat adming h'
.:“,.un dalam pentuk surat keterangan hak g0
mﬁ:ﬂw ada hanyl mantan kerio (Ketua adat desa),l_u‘?
bahkan *o0 7 gatangani Jebih 21.000 Hektar.
nah yang mpmman'“"" tan di Lokasi PT. PNy
Aveal Lahan & (;r;aon‘\)o an Hekaar, sekitar 20% sudah i
seluas £1-

dan 80% belum dibd!. PT“ pNVIl Unit Usaha PG Cinta Manis ad

Sejak kehadiran - nama PTPXXIJ.(XII). kehidupan
1962 (dulw Mmm Manis mulai bergbah. Lahan
tat sepuaar PT.PN yakni sekitar 80% Ha yyy
banyak dikuasai oleh Pa::aw- 20% yang terletak didekat pemy
naman tebu m dan dicanamioleh sebagian kecil pendugyy

- terbatas ini, membuat warga desa berubah
Aloes bhan F':m lahan (waktu itu TR yaitu Tebu Rakyar),
pd buruh e masih memiliki lahan yang tersisa dengan
- wtl ha.Yang ditanami oleh | kali panen, karet mulyj
hh:e 4 dan Nanas dengan 3 kali panen 3 tahun. 1
- mwmp n warga desa menjadi buruh harian lepas
wmmd:mwm Rp. 21.000/hari, sebagian lainya menjadi
lahan keluar desa bahkan kabupaten lain dengan me
membuka i pemilik.

Dan :h:a:n ﬂngn menanami tanaman nanas selm] l
hun untuk 3 kali panen secara berpindah-pindah. Hanya seb:g;n
cil warga yang menjadi karyawan tetap dan konon kamnya -
mantan pesirah atau mantan kerio dan warga yang lain hanya @i
karyawan musiman PT PN VII, yang didominasi pleh orang Jawa
Lampung, Hal ini berarti lahan pertanian yang luas tidak bisa
oleh petani desanya sendiri.

Seiring dengan perkembangan selama 30 tahun jumlah PC"""“}
makin bertambah kebutuhan ekonomi makin meningkat namun
nian berangsur berkurang, hal ini yang membuat kehdupan mas

desa semakin terjepit secara ekonomi.

|
{

|
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Riwayat Tanah dan Kronologis Sengheta Lahan

Sebagai pendahuly warga desa bermukim didebat payo dergan
mendirikan ummo/marung (sekarang terletale diaresl parkeburan PT
WWCmM)mmWWtﬁw
dan menetap didesa masing-masing yang sekarang iri. Karens askes &
Desa lebh muda terjangkau melalui jalan darat dan aian air (iebak) para
warga terdahulu memutuskan untuk meninggallan urmmao rersha rirg

Sengketa lahan di 6 (enam) Kecamatan ini diawshi, ketika PTPN VI
(yang dulu PTPN XV1.XOXI) dengan Unit Usaha PG Cinta Maris, hendslk
membuka areal pengembangan perkebunan tebu di Kabupatan OXJ 5e-
karang dengan adanya pemekaran kabupaten terbagi meradi Kas Ogan
llir, tahun 1990an PT. PN VIl uni usaha Cinta Manis terdiri dari § (eram)
Rayon.

Pengembangan lahan perkebunan PT. PN VIl PG Cinta Marsmei-
puti 6 (enam) Kecamatan meliputi: Kecamatan Tanjung Batu terdin dar
8 (delapan) Desa (Desa Seri Bandung (Sert Tanjurg). Tanjurg Acs, Tan-
jung Batu Petai, Kel. Tajung Batu, Tanjung Pinang, Limbang Jaya. Tanqung
Laut dan Sentul). Kemudian, Kecamatan Payaraman terdin dar | Desa
(Desa Seri Kembang (terdiri dari seri kembang 1.2 dan 3), Kecamatan
Lubuk Keliat terdiri dari 5 Desa (Desa Betung, Desa Sunur (R Kuang),
Desa Ketiau, Desa Lubuk Kuliat, dan Desa Paya Lrghurg Kecamaoar
Tanjung Raja terdiri dari | Desa (Desa Siring Alam), Kecamatan Inders-
aya Selatan terdini dari 2 Desa (Desa Meranjat (terdin dar Meranpz |,
2 dan 3) Desa Tebing Gerinting Muara Meranjat. Kecamazan Inceriaya
Induk Terdiri dari | Desa (Tanjung Gelam (terdin dan Tanjung Gelam,
Sejaroh Sakti). Dengan luas total keseluruhan lahan leaih kurang 21 000
hektar.

Secara khusus di 6 Kecamatan, lahan yang digunalan untuk pe-
ngembangan perkebunanan tebu adalah 21.000 Heksyar dan yang &-
sengketakan sekitar 80% hektar. Selanjutnya proses pembebasan hihan
milik masyarakat dilakukan pada thun 1992 dengan berbagu can se-
pert: Intimidasi, Pemaksaan, Penganiayaan, Perekanan dan jga Gang
Rugi (harga yang tidek sesuai, tidek tohu dimene lekasinye den uope pene-
rimanya) yang tidak transparan.

Kegatan intimidasi ini bisa dilakukan oleh pihak perusahaan dengan
miluter di waktu malam. Akhirnya proses pembebasan hhan milik ma-
syarakat dengan ganti rugi berhasil oleh PT. PN VIl dan sudah dibayar

untuk lahan seluas 30% nya dari 21.000 arunya yang 80% belum pernah

-
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" et 0 ML s ks a0 PN dapang (8

ik anarké baik ahamaﬂ tanggal 7 Juni 2012, :
bertin

dsengan keseP? ni 2012 pukul 13.00 wub dialog rys,
dasark!n da tan | 13 Jurakat 17 Desa yang dlplmpin ]ang:%'

at, pa o
Provinsi SUMSEL deng?mn;:,;omzi dapat disimpulkan bahy,.

dukun f
h Drs.F. Sumatera Selatan men UNE sepenp
ole Pertoma, DP i anu:ara pihak PT.PNVII Cinta Mapjs de:::

ise .

kesep;kaﬂn Ying

masyarakat

inta kePada m ‘
insi Sumatera Selatan mem
Kedua, DPRD Provin

njaga suasand, sitasi dan kondisi yang kond"ﬁf‘h'
e ilaksanakan. |

t adl dapat dlla |
kesepakatan yang Felaha :arlmnggal 14 Juni 2012 pukul IO.F)O Wib sekiy
Ketiga, kemudian p datangi Badan Pertahanan Nasional Repubiy

2000-an masyaﬂlﬁl‘_ ?re;lvinsi Sumetera Selatan yang diterima olgh{
Indonesia KANWY

i la Bagian Menyatakan bahwa: |
orang kepala Iz:ang.ld;;: eIE):o\«rinsig mengusulkan kepada BPN Rl ,g,'
. Pir;a(r;na.m Uns:I:a PT.PN VIl Cinta Manis ditinjau I<gmbali dan m
lbz:uﬂ ada riGU agar tidak diterbitkan HGU nya sesuai dengan tuntu-|
masyarakat tersebut. 2
N Kedua, selanjutnya ditanggal yang sama yai_tu mnggal 14 Juntl; 235
pukul 14.00 wib, warga masyarakat mendatangi kembali kal?tor bu :
nur Sumatera Selatan dan diterima langsung oleh Bpk.WakllI Gubemn
Sumatera Selatan H. Edi Yusuf dengan kesepakatan antara Ialr\: 4
Pertama, Lahan PT.PNVII Cinta Manis yang telah diterbitkan H
nya agar di evaluasi. -
Kedua, lahan PT. PN VII Cinta Manis yang belum terplt H g
diminta untuk dikembalikan kepada masyarakat. Melalui Kemen
Negara BUMN RI A
Ketiga, pada hari senin Tanggal 2 Juli 2012, bertempat di Maﬂ::r&'
sar Polisi Rl dan diterima oleh Dirjend Humas Mabes Polri, dan
log dengan perwalilan warga sekitar 15 orang warga.

o
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Dengan kesepahaman sebagai berikut: Pertama, Pihak Mabes Polisi
Rl menyambut baik kedatangan warga Ogan llir untuk berdialogis. Ke-
dua, agar pihak kepolisian didaerah khususnya Resor Kepolisian Ogan
llir berupaya melakukan Tindakan yang persuasif dalam hal penanganan
kasus tersebut kepada warga masyarakat yang lagi berkonflik agraria
dengan pihak PT.PNVII Cinta Manis, Ketiga, pada hari senin tanggal 2 Juli
2012 pukul 13.00 wib bertempat dikantor badan pertahanan Nasional
RI pertemuan antara GPPB Ogan llir dengan BPN R diterima oleh Bpk.
Direktur Konflik Pertanahan Dr. Ronsen Pasaribu, S.H., MM,

Berdasarkan tuntutan warga masyarakat Ogan llir, BPN Rl akan
menyurati Mentri BUMN sebagai berikut: Pertama, HGU No 1/1995
seluas 6.500 Ha. Dan 2 bidang tanah yang belum bersertifikat masing-
-masing seluas 8.866,75 Ha dan seluas 4.883,93 Ha atau luas 13.770,68
Ha di tuntut untuk dikembalikan kepada masyarakat dengan alasan Fak-
ta permasalahan yang disampaikan antara lain panitia sembilan direkaya-
sa, dibayar hanya 20% dan tidak dibayar sama sekali dibayar hanya tanah
tumbuh saja dan tidak diganti tanahnya.

Kedua, bahwa tanah yang belum bersertifikat telah digunakan oleh
PT.PNVII tanpa ada sesuatu hak selama 30 tahun. Ketiga, Bahwa selama
PT.PNVII beroperasi tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan
rakyat tetapi sebaliknya membuat rakyat pesimis dan miskin dan tena-
ga kerja sebagian kecil saja yang dikaryakan dari masyarakat sekitarnya
selebihnya dari pihak luar. Keempat, BPN RI merencanakan pengecekan
ulang terhadap lahan tersebut akan dilakukan paling lambat bulan No-
vember 2012 dengan melibatkan para pihak yang terkait. Kelima, pada
tanggal 3 Juli 2012, sekitar 500 warga masyarakat mendatangi kemen-
trian keuangan, menanyakan tentang aset-aset Negara dalam hal ini PT.

PN VII terkait dengan hal ini laporan keuangan namun tidak ditanggapi
serius oleh pihak kementrian keuangan.
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Keynote Speaker:
Peran TNI dalam Mengatasi Konflik Sosial
Agraris di Sumatera Bagian Selatan

Mayjen.TNI S.Widjonarko
Pangdam Il Sriwijaya Sumatera Bagian Selatan

Tulisan ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh TNI da-
lam mengatasi Konflik Sosial Agraris di Sumatera Bagian Selatan dan
disampaikan oleh Pangdam Kodam II Sriwijaya sebagai Keynote Speaker
pada seminar nasional “Mengatasi Konflik Sosial Agraris dengan Pendekat-
an Kultur dan Agama” di Hotel Sintesa Peninsula, 16 Desember 2012
oleh Lembaga Penelitian JAIN Raden Fatah Palembang dengan rincian
materi dalam bentuk powerpoint sebagai berikut :

ALYG PERLU MDRT PERHATIAN

MEDAN WIL SUMBAGSEL BERUPA MEDAN CAMPURAN YG DPT
MENJADI ANCAMAN BAGI HANWIL DIANTARANYA GIAT
PENAMBANGAN MINYAK BUMI, BATU BARA & EXPLORASI GAS
ALAM ‘SRT BENCAL SEPERT! KEBAKARAN HUTAN, BANJIR,
ANGIN PUTING BELIUNG & TANAH LONGSOR

MARAKNYA DUGAAN KORUPS! & PENYALAHGUNAAN

b\ |WEWENANG ' TERHDP. PEJABAT KEPALA  DAERAH
¢ _-?%:___.._ PEJABAT INSTANSI®. LAINNYA  SANGAT!

IMEMPENGARUHI " NILAI " KEPERCAYAAN MASY' KPO|
PEMDAPUSAT,

Dipindai dengan CamScanner
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DAERAH . AGAR  pa Akar Konflik Sosial-Agraris

PENJELASAN ; di Indonesia
R ‘;
DB SEHINGGA APARAT KOWIL' Dapyy

: Prof. Iskandar Zulkarnain

Al AS| DAN TIND.

BIL U?:‘f::fnﬂusflp e AP f (Guru Besar Resolusi Konflik UIN Yogyakarta)
HARUS Df -

Suatu penghormatan bagi kami mendapat kesempatan untuk par-
tisipasi dalam acara seminar nasional dengan tema “Mengatasi Konflik
SosiakAgraris melalui pendekatan Kultur dan Agama di Indonesia” oleh
Lembaga Penelitian IAIN Raden Patah Palembang. Fokus kajian ini he-
mat kami sangat menarik, karena persoalan pertanahan di negeri kita ini

masih banyak muncul di banyak daerah termasuk di Propinsi Sumatra
Selatan, khususnya di Palembang.

Dari tema tersebut akan dicari akar permasalahan yang menim-
bulkan konflik yang terkait dengan sosial-agraris, termasuk bagaimana
solusinya. Dalam mencari solusi paling tidak dicari melalui hukum positif
yang berlaku di negeri kita ini sekaligus melihat realitas dinamika tuntut-
an di kalangan masyarakat. Dan akan lebih lengkap lagi dalam pengkaji-
annya khususnya melalui pendekatan kultur dan agama.

Dalam kesempatan ini kami akan sampaikan secara umum tentang
akar masalah konflik sosial-agraris, dimulai dari sekedar mengenal mak-
na konflik termasuk akibat dari sebuah konflik, kemudian menyinggung

tentang konflik sosial, baru masuk pada persoalan akar konflik social-
-agraris diakhiri dengan penutup.

| Apa makna konflik ?

' Konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling
1 memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses so-
sial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu
‘pihak berusaha menyingkirkan pihak lin dengan menghancurkannya
atau membuatnya tidak berdaya. Tidak satu masyarakat pun yang tidak

pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok ma-
|syarakat lainnya.

i
0""“’""{:11(9 !
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hkangi oleh Perbedaan
Kl Perbediin-perbeg

searl t lam SU’. ndailn. Pengetahl.lan‘
indidy S50 i fisk. w;,a ciri-ciri individyy) v,

ntar ,
'“M;u; Deng®” dﬂ:(a;lnsit““i yang wajar dalam, ’“‘"th

]hhmnmumhhmmummbuwm
pertemukan perbedaan individu secara bersama-sama untuk mencari
kemmmkm.mkadabmpmmim.pawad:konﬂdz_ww

dan k&Y aik n yang tidak pernah Mengaly. . tidak hanya diungkapkan secara verbal tapi juga diunglapkan secara
aksi sosi'_" | satu msﬂ"k’t:ukebmpok masyarakat lain am non-verbal seperti dalam bentuk raut muka, gerak badan, yang meng-
btdlﬂud' tau deng? ekspresikan pertentangan. Konflik tidak selahy diidentificasiean sebagai

nya 3 dengan hilangnya masyaral j,
antar a nhihns wn:a:mn integraSi. Konﬂlk dan ln

Konfk beTehEL g masyarakat. Konflik yang terj

terjadinya saling baku hantam antara dua pihak yang bersetery, tetapi
juga diidentifikasikan sebagai ‘perang dingin’ antara dua prhak karena t-
dak diekspresikan langsung melalui kata-kata yang mengandung amarah.

jalan sebags SO paliknya, integrasi yang tidak semp,,, Dampak dari sebuah konflik adalah: 1) Meninglatkan solidaritas

menghasilkan In¢ ﬂikg sesama anggota kelompok (ingroup) yang mengalami konflik dergan ke-

menciptakan kon konflik dipahami berdasarkan dua sudut lompok lain; 2) Meretakkan hubungan antar kelompok yang berticar: 3)

Wﬂy::-kon r Perubahan kepribadian pada individu, misalnya timbulrya rasa dendam,

. eradisional ronal konflik di rasa benci, saling curiga dan hin-lain; 4) Kerusakan harta bends dan i
yaitu: U3 n tradisional, konflik dianggap ¢ . 5, e :

Pertama, dalam pandang¥ dihindari. Pandangan ini Sangat% langnya jiwa manusia; 6) Dominasi bahkan penakdulan salah satu pehak

buruk harus . ng terlibat dalam konflik.

suatu Yang Wkﬁ‘fem dinilai sebagai faktor penyebab Pecahny, e

organisasi. Bahkan seringkali konflik dilaitkan 8

w kelompok atau © dan pertentangan baik secara fisik Mauping L

kemarahan, agresivieas, - di konflik ik 3 Sebelum masuk ke persoalan agraria tidak ada salahrya sekedar

ila telah terjadi konflik, pasti akan mep . i : ey

lelan kasar.Apab . s menyinggung masalah konflik sosial yang terjadi di tanah air ket i

gsiklp emosi dari tiap orang di ke.lompok atau organisasi itu sehiy Dalam satu dasawarsa terakhir, beberapa tragedi kemanusaan bertang-

akan menimbulkan konflik yang lebih besar. Ol'eh karena itu, sung silih berganti. Serentetan kerusuhan sesial itu tefah membuka mac

wradisional, konflik haruslah dihindari. semua orang tentang apa yang sedang terjadi di negeri kita yang dulunya

Kedug, dalam pandangan kontemporer, konflik didasarkan py dikenal damai dan ‘adem gyem’ ini. Konflik sesial yang sejatnya meru-

bahwa konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat di pakan bagian dari a dynarmc change dan larenanya bersifat positf sulic

anggapan ——yp : . gy diprediksi kapan berakhirnya. Tidak hanya eskalasi konflik bermmbah,
i konsekuensi logis interaksi manusia. Namun, yang menjadip © ; :

sebagai : dam konflik. tapi bagaimanag STt konflikpun berkembang tidak hanya horizontal tetapi juga versal

soalan adalah bukan bagaimana meredam konflik, tapi baga Kita lihat kasus Poso, Sampit, Aceh, Maluku, Papua dan hin-lain.

nanganinya secara tepat sehingga tidak merusak hubungan an J Banyak orang susah mencari penyebab dari semua ini. Kerumizan

Konflik Sosial di Indonesia

bahkan merusak wjuan organisasi. Konflik d'“”gg‘ap sebagal S mengurai penyebab konflik yang mendadak merebak di hampir semua
yang wajar di dalam organisasi. Konflik bukan dijadikan suatu hal tempat di tanah air berbuntut pada ketidakmampuan menemukan for-
destrukeif, melainkan harus dijadikan suatu hal yang konstruk‘."'"! mula yang jitu bagi sebuah resolusi konflik. Sesuai dengan bentuk, jenis.,
membangun organisasi tersebut, misalnnya bagaimana cara pening® o eskalasi konflik yang memang ragam, beragam pula faktor penye-
kinerja organisasi. ‘ babnya. Penyebab konflik dapat berupa Faktor politik, kesenjangan eko-

Lebih lanjut Myers mengatakan: konflik terjadi karena adanyd i nomi, ke.senjangap_bud;p. sentimen etnis dan agama. Hanya saja fakeor
aksi yang disebut komunikasi. Hal ini dimaksudkan apabila ki ingn™ ekonomi dan politik sering dlltunn}k berperan paling dominan dibanding
ngetzhui konfiik | T S —ry kemampuan danP“ dua faktor yang lain. Kendati sering terlihat di lapangan bahwa konfik
komunikasi Semua konflix q g " tsi i N dak ”‘. yang ada sering menggunakan simbol-simbol agama misalnya pembakar-
konfiik berakar —y komunri‘l:::ig;:n ;Eﬁmzmu”' asi, ap |an dan perusakan tempat-tempat ibadah, penyerangan dan pembunuhan

| Dinamiky KonflR Soswal-. yrans &t Indonesia
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tu, hamun pertentangan ,

terten ri penyebab k
engant 387 o yean saja dari PENYebab koni
rerhadap s hanyalah faktT" k‘::;osiaf. ekonomi dan poligjl, Yang Bagaimana Dengan Konflik Sosial Agraria?
nis te) dengan "“rl,’ea ng terjadi di berbagail daerah g Meminjam pernyataan Moch. Tauchid (1952), “Soal agraria me-
flik da jaian yau un vertikal, menunjukkan aNtary nyangkut soal hidup dan penghidupan manusia; tanah adalah sumber
Kontli zontal M3 Ph dalam mengatasi penyepap dan asal makanan bagi manusia. Siapa menguasai tanah, ia menguasai ma-

i flik hort inta
ini, baik ko A pemennﬂik muncul dengan menggyn,

ia] masyaraka s, Hal ini kemungkinan tarjadi akaiby
imbol etnis, da :cara‘ mental, spiritual, politik, social, budzn
:kunu‘”i “teh;::a:an oleh sebagian masyarakat,

ekonomi yang d atinkan baru saja merayakan Hari Raya ldy

kanan™, Karena nilainya yang sangat berharga, maka konflik ketegangan
tanah selalu hadir di tengah-tengah dinamika sosial di masyarakat.

Ada dua hal yang melatarbelakangi konflik antar manusia dari za-
man purbakala hingga yang modern ini, yakni socal mempertahanian
keturunan dan perebutan tanah. Tanah terbagi-bagi menjadi hak milik
akibat adanya stratifikasi sosial, penguasaan produksi, kekuasaan politik

Sunggd‘ men‘lP;aﬁ Sumpah Pemuda terialdi bentrok anta dan sebagainya. Dengan adanya kepemilikan tanah, manusia berupaya
ban dan pef'l"S‘t":km tindakan di beberapa wilayah di negerj iy} Mempertahankan atau bahkan memperluasnya untuk keberlangsungan

konflik kekem”';n bahwa pada era pasca perang dingin ideng; hidup.
ta

u membentuk pola kohesjf Kita ambil satu contoh kasus tanah di Meruya Selatan, Jakarta Ba-

tington Meng? mam

tias budaya dan kebudafal': . dan)':a pluralitas masyarakat dalam i rat.Kasus pertanahan ini cukup menarik perhatian bangsa selama tahun
rekat yang men;zkwmdaskebersamaa n atau juga sebaliknya, Qleh o 20/0. Areal seluas 5?. hektar, yang di atasnya telah berdiri ribuan ba-
bangun integrasi atnuk daran untuk mengembangkan aspe ngunan, termasuk faslll_ms umum seperti sekolah dan puskesmas, yang
itu apabila tidak ada kesa mayoritas mengantongi sertifikat tanah, tiba-tiba terancam tergusur. Ko-

kekuatan destruktf. . ) _ ) kasasi, Mahkamah Agung T.elah memerintahkan agar unah di Meruya
Kini sejak terjadi konflik sosial berbagai akronim dan jargon Selatan, Jakarta Barat itu dikosongkan karena telah menjadi hak PT Por-
muncul, seperti yang dikemukakan oleh Muchtar P“!arhuT (Aka ta Nigra.
Sosial Humaniora), misalnya “PAD kota F’alu meningkat”, dlk!nn Masyarakat‘pun sudah barang tentu resah. Dampakny; harga @nzh
dimaksud “Pendapatan Asli Daerah” meningkat, padahal ternyaap dan bangunan di sana mendadak turun. Real estate merugi. Banyak pi-
dimaksud adalah “Perkelaian Antar Desa Meningkat™. Kalau PADm hak menduga ini hanya akal-akalan mafia tanah untuk dapat memborong
ninglat otomatis DAK juga akan meningkat. DAK yang dimaksudby tanah dengan harga murah. Gubernur DK_I _konon siap pasang badan
; " i“Dendam Antar Kampung”. membela masyarakat melakukan upaya Peninjauan Kembali. Sementara
“Dana Alokasi Khusus”, tetapi “Dendam Anta pung itu pengacara PT Porta Nigra menuduh BPN telah sewenan -wenang
Ada adegium yang menyatakan "Negara semakin terancam saatpmegr;berikan sertiﬁkatgams tanah dang dijadi s
) | yang sedang dijadikan sita jamin-
ya bukan karena makin banyaknya orang yang melakukan pe an. Lepas dari soal kepastian hukum kasus tersebut, kondisi ini menjaci
hukum, tetapi sebaliknya negara semakin terancam ba_haya karen potret buruk betapa kebijakan pertanahan kita menjadi akar konflik ti-
orang yang membiarkan pelanggaran hukum itu tel:iadl Ijl:g; ada gak hanya anmrhmkyat dengan rakyat, tapi juga rakyat dan pemerintah
um yang menyatakan “Kejahatan itu bukan diciptakan ole Y engan pengusaha.
tetapi kejahatan itu diciptakan oleh sistem yang tidak benar _‘53’! jila | Sejarah membuktikan, pada negara-negara agraris seperti Indone-
tidak mampu merubah sistem yang tidak benar itu, maka kita 8% sia, tanah merupakan faktor produksi sangat penting karena menentu-
rupakan bagian darj syary kejahatan”. kan kesejahteraan hidup penduduk negara bersangkutan.
kathaj'ian yang mendalam tetang konflik sosial akan dibahas dalam® Palin‘gh f;dikit ada tig:‘ kebutuhan dasar manusia yang tergantung
tersendiri oleh pemakalah yang lain. pada tanah: Pertama, tanah sebagai sumber ekonomi guna menunjang

tersebut,negara yang plural di bidang etnis dan budaya akan meng non proses jual belinya puluhan tahun yang lalu bermasalah. Di tingkat
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 tempat mendirikan py,
anah seb26” o lulah kebutuhan da”"ihl

Mrt:ﬂ:'s'mu x,ahh pertanahan dari magy

rsi yang seharusnya, ke"hg-. Seringkali upeti untuk Raja cukup tingzi sehingza memberatan

|, Ketig:
S g ST pa P dari zaman kery pegawl yang menerima tansh. Untuk meringankan beban uped, para
w&m Pf"h’ ba Indonesia had €rajay pegawai raja membagi-bagi lagi tanahnya dengan merekrut lebih banyak
men searah panjané. memiliki and'll terhadap corak fo.. lagi rakyat sebagai penggarap. Tujuannya agar produksi lahan per satuan
. gengah gaat inl 4i tanah air. Setiap masa terseby, ey luasnya makin tinggi dengan pengelolaan intensif. Namun hal ini berali-
pai b Yo18 ku b dan kebijakan tentang pertan bat pengecilan (versnippering) tanah garapan ralepac Terjadilah penindas-
tana pengebh’n an a1"111. an para pengawai raja dari yang paling atas sampai yang paling bawah
poh'P°|' . pimulai dari Feodalismg dengan mengatasnamakan raja. Penggarap pun makin menderita. lrulah
o Kemerdekaan:=or A | perbudakan struktural dalam bidang ekonomi, dan sosial sebagai imbas

Sebel Indonesia masih berada pada z3 sistem politik feodal.

SebelUmPenialihm- dan percaya bahwa raja ady)y
ni‘-ﬂilﬁﬂkﬁtg%‘:r}gpmiliknﬁ diperilukan raja, Om:tx;'
W ms;;hm hamyz sebagai kepanlangan tangan Tuhan d
dia nobatkan dalam hal penguasaan tanah dan kepemiliyy
burni. Termas n sistem feodalisme, dibangun dj atas |
kum @nah tanah adalah milik raja. Rakyat adalah mili rg

- :u‘lrs‘  Mataram, sekarang Surakarta dan Yogyakarta, tanah .
Slcan dan Sunan (kagugfgagsgm)- Rakyat hanya pemyy
tusnya peminjam (wewenang X
= Posisi petani meskipun dalam keseharian sebagai pemilik
mun hakekatnya lebih tepat kalau disebut sebagai penggarap,
yang mengolah ahan dan mereka mendapatkan sebagian hasil
sebagai upahnya. Dan raja hampir secara hakekat memiliki posisi
pemilik tanah. Sebab raja hanya menunggu setoran dari para
lam bentuk upeti-upet, ibarat pemilik tanah yang menerima hasld Kebijakan VOC : Menggantikan Kekuasaan Raja atas Tanah
nya setel2h membayar upah buruh. Semuan)m_ dllz?kukan sebag:f _ Eakreoasn i il g il e
satu bentuk penghormatan rakyat kepada pemimpinnya yang suﬁa karena konflik ancar para penguasa di dalam kerajaan mtumpunmladu

Feodalisme yang pernah ada di Eropa atau Jepang adalah sistem &
mana orang ikut tanah, sedang di negeri kita tanah ikut orang, Penguasa
memiliki tanah, dan karena itu ia menguasai orang yang hidup di sana.
Di negeri kita penguasa memiliki orang lalu orang itu diberi tanah un-
tuk sumber hidupnya. Dalam sistem feodal, penguasa mengembangian
tanahnya agar makin banyak orang mau tingzal di sana. Di negeri kit
dulu, penguasa menelantarkan tanahnya sehingza ia terpaksa bergantung
pada orang-orang yang dikuasainya.

Hubungan Raja, pegawai, dan rakyat dalam sistem fecdal bukan tan-
pa konflik. Konflik kerapkali terjadi antara raja (bangsawan) dan rakyac
yang menggarap tanah hasil pemberian raja. Bentuk konflik yang muncul
bersifat horizontal dan vertikal, sebagai implikasi dari adanya penguasa
tunggal atas tanah. Bagi petani yang seluruh hidupnya tergantung cari
hasil tanah garapan, tanah dianggap sebagai pusaka (heirlcem lend) dan
tidak sekedar simbol apalagi mata dagangan (commedity).

z

dak-aditan bagi rakyat adalah kewajaran sepanjang itu tidak beratdpl ., antar kerajaan. Perusahaan Belanda (VOC) yang memahami budaya

Raja selaku pihak yang memiliki otoritas pada penguasaan 8 masyarakat tanah air, mengambil keuntungan dengan politk de wide et im-
selanjutnya membagi-bagi tanahnya pada para bangsawan (priyafil{ pera. Kejatuhan raja terkadang terjadi karena pemberontakan anak atau
bisa terolah dan menghasilkan untuk kepentingan raja. Sebaga adiknya sendiri. Pecahnya kerajaan Mataram menjadi Keraton Scrakare

raja tidak melakukan ana. hin dan Jogjakarta juga diandili oleh penjajah. Dan masih banyak lagi contoh-
%a-apa pada tanah tersebu, sehi ggamngj -contoh lainnya. Sehingga tak heran, Indonesia sebagai bangsa yang be-

fam ha)lr‘:i Mhh;lufzgaf:kangsawan .berupa tana.h-ta:aul"'kien olehfl sar dan kuat ditandai oleh kejayaan kerajaan Majapahic dan Sriwijaya di

raja lebih memenin tor dominan yang diper na orangtl Mas3 lampau yang sangat tersohor, serta berbagai kerajaan kuat hinnya

yang dilakuian oleh o gkan penguasaan pada ora g !dan Sabang sampai Merauke. Akhirnya satu persatu dikalahkan dengan

nah, Tenty ' F2ja adalah membekali para pegawainya jg mudah hanya oleh sebuah perusahaan dagang yang bernamaVOC. Perlu
nya diba] ”'tu. Seﬂap pegawai yang yang mendapathn

untuk menyetor upeti kepada raj- >
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5 eh kerajaan tertentu atay p, .
pi DU s emanfaa ‘ '

| s B 07 iogar dalam than kope Ketiga, pada tahun 1958. Sebenarnya, sejak tahun 1945 pemerintah
| i‘f:g at " .C” ¢) cu.kUP :Itunk mengeruk ketlntUngan :Lnd"i RI sudah berusaha untuk membeli kembali tanah-tanah partikelir yang
KomPS i wake! 50 u,-ah_ Sehingga kebijakan  per. S sampal saat itu dikuasai oleh tuan-tuan tanah bangsa asing. Namun pro-
puday? anh argz yané m-,.kan sesuai dengan kePeﬂtingan ses negosiasinya jalannya sangat lamban. Karena itu, maka ditetapkaniah
deng®" . voC ditafsi Japatkan hasil-hasil bumi y,, Polig!  UU No.1/1958, yang menghapuskan semua tanah-tanah partikelir. Se-
;Y:“ |<ek‘~135’anitu untuk mendap ngat menguntungkan , gb% mua hak-hak istimewa yang sebelumnya dipegang oleh tuan-tuan tanah
ekonon\i")"'gberpikir adalah 53  raja atas tanah, De:a ila diambil alih oleh pemerintah. Proses likuidasi ini selesai sekitar tahun
di gropsYO ntikan kekuas? a;tVOC adalah menaklukap, g,:P by 1962 _ "

dapat menS’ - R Keempat, pada tahun 1960. Sekitar setengah tahun sebelum

o siste Wlfi';bf,:fasilaﬂ mengam!all alih kelkuasaan Ry
giargkan s v(;C - j suatu w“a)'mlh' Pola penguasyy, %
- dilanjuti@n Ko;?::j:;k;:;;:v::am(j;v::fkg:ggn 4 Akar Permasalahan Konflik
erbiasa n Penmda-sz:s ,!ang baru yaitu VOC. Bagi r-akmf m\ UUD 1945 merupakan konstitusi Negara Republik Indonesia yang
: ikan diri denga” ; bah kehidupan sehari-hari, namyp, Pu] telah di sahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang Panitia Persi-
s penguasa tidak merv b Juar biasa tanpa harus menge| bag\? apan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Saat itu Soekarno sebagai prokla-
ok rakyat menjadi berkah Bellariqy mator dan bapak bangsa menyatakan dalam pidatonya: “Undang-Undeng
K biaya untuk mendapatkanny2- Dasar yang dibuat sekarang ini adaleh Undang-Undang Dasar Sementara.
P 3 : s Kalau boleh saya memakai perkataan: ini adalah Undang-Undang dasar ki
kaan: Merintis Fondasi Kebijakan Agraris ' jat Nanti kalau kita telah bemegara di dalam suasana yang lebih tentram,
kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat

pasca Kemerde ¥ 4 :
emardjan setidaknya ada empat langkah . 3
Menurut Selo S0 kaLa n di sini, yaitu: Pertama, tahun 194? {:;gp 3;:::15 membuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap don lebih

huluan yang dapat dikemuka . g
belum ada setahun Indonesia merdekall',m fanghapuskan Iemb@ ¢ Setelah merdeka, Indonesia memberlakukan tiga macam konstitusi
ikan”, yaitu menghapuskan hak-ha |st|mevlia Yang sampaisa| g, empat periode, yaitu periode pertama 18 Agustus 1945 sampai
dimiliki oleh penguasa desa perdikan beserta keluarganya secaratn 77 pesember 1949 berlaku UUD 1945. Periode kedua 27 Desember
temurun, Melalui UU No.13/1946, setengah dari tanah merekag 1949 sampai 17 Agustus 1950 berlaku UUD RIS. Periode ketiga 17 Agus-
relatif luas-luas, didistribusikan kepada para penggarap, petani ked.' tus 1950 sampai 5 Juli 1959 berlaku UUD 1950 yang bersifat sementara.
buruh tani. Ganti rugi diberikan dalam bentuk uang bulanan (Inlh§ Dan periode keempat 5 Juli 1959 sampai sekarang berlaku UUD 1945.
dreform terbatas, skala kecil, khususnya di daerah Banyumas,Jaal  Setelah kembali kepada UUD 1945 sampai sekarang konstitusi
ngah). | Indonesia tidak lagi mengalami pergantian. Hanya mengalami Amande-

| >
Kedug, paca zhun 1948, ditetapkannya Un dang-Undang m men sebanyak empat kali, yaitu Amandemen pertama ditetapkan pada
Na.|3/1948, yang menetapkan bahwa semua tanah yang sebelum| tanggal 19 Oktober ‘I999.Amandemen kedua tangal 18 Agustus 2000
dilaasa oleh kirz kira 40 perusahzan gula Belanda di Kesul canan't dan Amandemen ketiga tanggal 10 November 200! serta Amandemen
iy k. g _ ) ] M keempat pada tanggal 10 Agustus 2002.
a dan Surakarta, disediakan untuk petani Indonesia. Hal inl . ST
Khiri persaingan Mmengenai penguasaan ranah dan air, yang ak seint Sudah tiga orde berkuasa yang bisa kita lihat, mulai dari Orde lama,
antra perusghazn gy bgu 2 o g tak Orde Baru dan Orde Reformasi. Negara Indonesia dengan dasar hukum
yang besar dan kuat dan petani yang !posir.if tertingginya adalah UUD 1945, Tidak banyak perubahan yang

tapkannya UUPA (24 September 1960), telah ditetapkan lebih dulu Un-
dang-Undang Perjanjian Bagi Hasil (UUPBH), yaitu UU No.2/1960.

ganisir,

|
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i1.a dasar hukum paci..
ia ketika ' Positif
tmdones 1945 yang sistemnya bukan

onesid Pokok ) pada masa lalu dan di era reformasi sekarang ini muncul kembali gugatan
_ Undang-undang Pokok Agraria 1y, . 1 atas hak milik dan hak kelola atas tanah; 5) dualisme kewenangan (pu-
n waktu itu pula Persgy| 4) sat-daerah) tentang urusan pertanahan serta ketidakjelasan mengenai
amun 3¢ hak kelola tak kunjung reds kedudukan hak ulayat dan masyarakat hukum adat dalam sistem perun-
Tahun 1960. i hak Milik dan rdin dari Konsorsium Pemb:anw dang-undangan agraria.
tanah mei‘1§::‘| enurut Iwa uria meningkat pasca Pengesahrua" Tanpa ada pembaruan undang-undang sebagai landasan hukum ag-
ini. Bahkan alasi konflik agr3 dal AW  raria, maka konflik tanah akan tetap ada. Karena sebagaimana diungkap-
ria PA), Es nanaman Modal Pasal 33 UUD | kan Mochammad Tauhid (1952), “ograria tak lepas dari persoalan tanah
an Fas 945 m dan persoalan hidup dan sumber penghidupan manusia, Perebutan tanah

25/2007 ten@"8 1 agai turunan-
UUPA s€ U Agraria 1870 yang Merupy berarti perebutan sumber makanan, perebutan sumber penghidupan bagi

ikan .
upaya untuk nj:"'fl;nfju Agraria 1870 adalah pintu gel‘bang manusia”. Untuk itu, orang rela menumpahkan darah, mengorbankan
iberalis.

kolonial yang libe di Indonesia dan menghidupkan asas domer;:s'ﬁ segala yang ada demi mempertahankan hidup selanjutnya. ltulah yang
ng sebenarnya mendasari konflik agraria di Indonesia ketika tanah-tanah

modal swasta asin ¢ dibuktikan kepemilikan secary fo,.m“'{
tida mikian terjadi kemunduran da'am‘bq yang luas dikuasai oleh individu atau perusahaan besar, sementara itu

tanah yang nde / PR e
milik negzﬂ).[?eﬂéﬂ dcuntun kembali pada UU Agrariy I8 jutaan petani kecil tidak memiliki tanah atau lahan.
ria di Indo?esmd msemangﬂt kolonial pada zaman p enai Sungguh masuk akal ketika konflik agraria terus bermunculan di
erupakan warisan dan =17 niaiahan kolonialit berbagai daerah karena penyelesaian konflik agraria tidak menyentuh
iy 1% kembali lagi ke zaman penjaj olonial-jilig pada akar persoalannya. Sebagai contoh, kita bisa lihat konflik agraria

di Mesuji pada akhir tahun 2011 yang lalu, hingga saat ini belum terse-
lesaikan juga karena penyelesaian konfliknya hanya di permukaan saja,
s “-E:B kan kembali asas domein verklaring (tanah yang tidakg yang di lihat pemerintah hanya persoalan kekerasan, pelaku, dan korban,
menghia uPk ilikan secara formal dianggap milik negara) jnipy Tidak menyentuh pada persoalan agraria. Makanya tidak mengherankan
dubu!(u : ePemrsoa]an besar di seantero Indonesia seperti:Menipgs ketika tahun 2012 ini, konflik agraria tetap menyala di Mesuiji. Padahal
menimbulkan pe pemerintah telah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) un-

nya jumlah petani bermodal besar yang menguasai tanah ratusan tuk tragedi Mesuiji beberapa waktu lalu, tetapi tim ini hanya melihat pada

ribuan hektar. _ ", permukaan konflik saja. Lagi-lagi masyarakat kecil yang jadi korban.
Hilangnya hak-hak traldlsmnal khususn?fa tanah ada.t oy Tidak hanya di Mesuiji, konflik agraria sudah mulai merebak di se-

rapan asas domein verklaring (tanah yang tidak dapat dibuktikanig jumlah daerah di Indonesia seperti di Sumatera Utara dan Jawa Timur.

milikan secara formal dianggap milik negara). Melahirkan konflk# Dari gara Badan Pertanahan Nasional (BPN), sampai tahun 201 | ter-
dapat 14.337 sengketa pertanahan. Selain konflik antara warga dengan

s i
unﬂpl:mi:aall terhadap Undang-Undang Po_kok Agraria
ng berfanjut dan dengan adanya upaya liberalisasi agrari

yang hingga kini semakin meluas.
pihak pengusaha dan penguasa serta dengan aparat penegak hukum,
Meneropong Konflik Agraria konflik juga terjadi antar sesama warga (pendatang dengan penduduk
asli, maupun warga yang pro dengan yang anti perkebunan).

Kita lihat paling tidak penyebab terjadinya konflik di bidangpét
- : 5 . S ti terjadi di S U i i -
::::‘n d!,lndonesna antara lain: 1) keterbatasan ketersedr?§"ﬂ5 kebunzﬁe!:lus);a:cgarae??ﬁ’f\ll) |r?::rf;ap;rzeﬁg;ﬁf;kﬁ’;gaﬁ;
o ha‘:’ :;h yang berkonflik; 2) tumpang tindih hak milik pengd Julu, Kecamatan Kutalimbaru (Kompas, 28/5/2012). Masyarakat pulau
an tanah; 3 .P::ge_lolaaq @nah ketimpangan dalam strukeur  sed P2dang yang berkonflik dengan PT. RAPP serta Konflik antara warga
vertikal n.1a) Inkonsistensi negara dan ketidaksinkronisasian bai , Tapung hulu dengan PT. RAKA. Bukan saja di Tapung Hulu, PT RAKA
Upun secara horizontal peraturan perundang-uﬂ‘?farl juga berkonflik dengan masyarakat di Kecamatan Tapung Hilir. Kemudi-

e
;u;;a :it:l':r‘nﬂp:::lgal?anha: Pengelolaan tanah; 4) P"“ktek-pm::i:h“
. b
ak milik tanah dan hak kelola tana Dinamika Konflik Sosial Agraris &i Indonesia E
Dinami o
namikg Kpfy'EE,So:iaI-ﬂgram di Indonesia __/
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kan Hulu be.:m:rok den
ang KumU;foah warga dirusak. K°nﬂirllf-,r
ng menelan korbar:. 5 oran Ira
+ desa Bulu Hala Dumai jug, beg -
)ya menelan satu orang k°"ban
.Gr?;ni belum jelas penyelesalannyg, G
sampil 7 1 eale Ups Riau merupakan pre .
n daﬁnﬂik terﬁ"ﬂgi permma dari Empat P il
ﬂko . di Sumatra. Pada tahun 20 te g
kon lahan di Riau, sementyp, ..
hektar rag
26:;85: rkonfli 192.500 hektar dan di o
Selatan ; ):g diperebutkan antara Warga dengan pep,
176335 hekclar)’*1 i berdasarkan data dari Badan Pertyp,,
.,nfom: 4605 kasus sengketa tanah dan konflj
_ rdaPabelum diselesaikan. Saat ini sedang diUPa)fakan
lesaian kasus-kasus tersebut. Menury Kurni
mempeuwhmkm dan Humas BPN, jumlah tersebut adalah H
Kepala Pusat AU ofllc dan sengketa tanah selama beberap, t;:'

. ko . :
iﬁns:;ist::'u;uogzn kasus yang sudah diselesaikan sebagian.

iva adalah Rakyat yang diadu domba den
sahur:a::]:agp:;lff:xk ketidakmauan Pemerintah untuk merfan
pembaruan Undang-Undang Pokok Agraria. Kon'fhk“ agraria in i
menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja jika pembatz
undang-undang agraria tidak dilaksanakan. Konflik agraria di lndq|f
akan tetap ada bahkan akan terus menjadi gelombang yang send

membesar.

o

Upaya Mencari Penyelesaian Senglketa Pertanahan

Menurut Yustin Iskandar Muda (Kepala Seksi Sengketa, Konfli
Pedc_m Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah), s
konflik dan perkara pertanahan sepertinya tidak pernah surut,

kung oleh bukti kepemilikan yang kuat dan jelas. Persoalan menjadi ber-
tambah rumit bila campur tangan pihak ketiga yang tidak beritikad baik.
Masalah akan sulit diselesaikan apabila para pihak merasa paling benar
dan tidak mau bermusyawarah.

Masalah pertanahan yang disengketakan meliputi obyek tanah, ba-
tas-batas, luas, status tanah, menyangkut subyek, hak yang membebani,
pemindahan haknya dan lain sebagainya. Terkait dengan instansi Peme-
rintah atau swasta biasanya masalahnya menyangkut penunjukkan lokasi
dan penetapan luasnya, pelepasan atau pembebasan, pengosongan tanah,
ganti rugi atau imbalannya lainnya, pembatalan haknya dan pencabutan
haknya.

Jika diidentifikasi, permasalahan tanah meliputi masalah pengga-
rapan rakyat atas areal kehutanan, pelanggaran ketentuan landreform,
akses penyediaan tanah untuk pembangunan, sengketa tanah perdata
dan tuntutan masyarakat terhadap hak tanah adat baik ulayat maupun
perseorangan. Penyebab lainnya adalah kurangnya pemahaman terhadap
peraturan perundangan di bidang pertanahan.

Terhadap sengketa pertanahan yang diajukan ke pengadilan ada
dua hal yang perlu dicatat. Pertama, pengadilan seringkali dianggap tidak
efektif dan efisien dan kedua, kualitas keputusannya masih diragukan.
Dari pengalaman berperkara di pengadilan sungguh tidak sederhana
dan memakan waktu. Selain kendala yang bersifat organisatoris, adanya
campur tangan yang bersifat non yuridis membuat putusan pengadilan
sering diragukan.

Kondisi itu memunculkan ide perlunya membentuk peradilan khu-
sus memeriksa dan mengadili masalah pertanahan. Namun gagasan itu
dinilai kurang relevan dan dan efektivitasnya masih diragukan. Hal ini
mengacu pada kondisi obyektif menyangkut struktur organisasi dan ki-

nerja peradilan yang masih memprihatinkan. Selain itu untuk sengketa
perdata sudah ditangani oleh Peradilan Umum dan jika melibatkan pe-
| jabat negara sudah ditangani oleh Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Karena berbagai kendala yang dialami oleh para pencari keadilan

cenderung terus meningkat baik intensitas maupun keragaman® gajam berperkara di pengadilan, Yustin menawarkan, sudah saatnya di-

::;g de'n gan semaldn sulitnya akses untuk memiliki tanah dan berd
SENjangnya posisi tawar-menawar antara ketiga aktor pem
| pemerintah, swasta dan masyarakat untuk memperoleh

' tempuh cara penyelesaian sengketa alternatif (non letigasi) yang relatif
bang! sederhana, waktunya lebih singkat dan biaya yang lebih murah. Model
ini disebut Alternative Dispute Resolution (ADR). Bentuk ADR yang

Penyebab terjadinya permasalahan itu biasanya bermula daripd sudah dikenal di Indenesia antara lain mediasi, arbitrase, konsiliasi dan

"8aNan persoalan yan

lalu, i
b e S eranFrga tah yang meninglat T
mengklaim sebagai pemilik tanah walaupun G

.___ mikg KP’!fE{So-ﬁaf-ﬁgrmk di Indonesia

_—

g kurang tepat atau tidak tuntas pada wakw )i negosiasi.
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lebih cocok ditey, -
; e Phy
coaghl 7. Pilhan |mt|> _:lg:;::':;:apabd b
edid>" edl .Di
iemen : Samy,
han ? mekan"s ung tingg! 3sas Musyaw, ., Pin, si, konflik tanah terjadi di hampir semua perusahaan perkebunan, baik
peran? wr dan” enjunjuné idak asing lagi, Da:’ unl r P

karend dones;af‘ ini HAM dal akhitu‘ BUMN Maupun swasta.

pangs? In t |emb383 leh Komnas . _am me")’el "y B_erlkutnya meski kini wewenang Hak Penguasa Hutan (HPH).dan

apl rufald dig‘-lnakan ¢ tkan prinsip-Prinsip mediy ; es‘ﬂ\ sebagian Hak Guna Usaha (HGU) kembali ke pusat, bukan berarti tak

an.aﬁm iugd mernﬂ"faa Kan, mediasi sangat m - ada kolusi akal-akalan menyiasati situasi, terutama menjelang pemilihan
j se er“_l Yestin menya@ ™ sengketa dan k un_gkin kepala daerah, yang biayanya boleh dibilang tidak sedikit. Syarat utama

t,asal-ebih ot ™ s marakny tagal prakuek Onﬂ|k P4 rekomendasi HGU, yakni analisa dampak lingkungan, penerimaan ma-

jembagd untuk mZ‘;‘F n deng3n1 b;; iiacclzk untukms-dlasi h"x syarakat lokal, dan kejelasan status kepemilikan lahan, sering diabaikan.

rban ebl Igu

- gopat di i Ny
:': u‘:’rpf‘te:z: temgr‘::%'::gﬁzﬁﬂik pertanahan dengan p, "“’%H Konflik Agraria Di Sulawesi Selatan
i e
hal sen

It
merupakan sengketa dan konflj, N Konflik lahan di wilayah Sumatra Selatan hingga kini masih terjadi,

::I; nglal Pe‘?oéanndngmm (non hukum/yuridis) dibandi:;l masih banyak kasus pertanahan antara pihak perusahaan dan masyara-

renoniol segi 'd'P)e kat belum kunjung terselasaikan hingga tuntas.

hukumnya (yuridis)- MN Sengkgta lahan di Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Kabupa-
" Agl‘i“'ia dan BU | ten Ogan "Il': Sumatra Selatan beberapa waktt} lalu yang m_engakibatkan

Sekilas Konfli BUMN sektor perkebunan memae korban meninggal. Penanganan belum selesai muncul lagi kasus lahan

o qoraria dan Mg by di Cinta Manis, Ogan llir yang j kan korban jiwa. Bahkan di
Kk agraria belakang B , Oga yang juga memakan korban jiwa. n
Konfl nah. Sebab, latar ng BUMN Perkgk,q Sumatra Selatan terjadi lagi kasus sengketa lahan antara warga dengan

 Lonflik hak atas @nar ===
e k'onﬂl;esar hasil pasionalisas! Pemsaﬂaad" perkebunan bEIand‘ TNI Anglatan Udara yang kalau tidak segera ditangani secara cepat dan
sebzlgmnoleh Presiden Soekarno lewat Undang-undang Nomork damai.
;fl:i: Ilr:)g’SG Menurut Hadi Jatmiko, Kepala Divisi Pengembangan Pengorgani-

Belanda memperoleh lahan afdeling dengan cary .. -sasian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Selat-
Awalnya, aau kerajaan okal kalah perang, umumny, m:a an meminta pemerintah pusat dan daerah segera membentuk Komisi
pasmnah rak)f'_l;m Belanda mempekerjakan rakyat pribum g Penyelesaian Konflik Agraria agar persoalan sengketa tanah yang tidak
ke?-ﬁ;rs::)':}nany:enﬂa“ perlakuan sangat tidak manusiawi ‘*‘ pernah habis bisa lebih cepat ditangani hingga tuntas. “Komisi Penyelesai-
uli

- ] , ' an Konflik Agraria mendesak dibentuk karena persoalan sengketa tanah di
Dendam terhadap penjajahan mlf" ‘?"“_L’ar éalk jua E"P”S lew berbagai daerah terutama di Sumatra selatan ini terus bertambah dan sering
sionalisasi Soekarno. Sel:\ab r;;s&;ma IS:l:Iectla ,j; " llnlnlUt [3" deﬂgani' ;n:mlicz tftjadinya bentrokan yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa atau
nyelesaian hak atas tanah perkebunan adil, lewat programj luka-luka™.
reform dibingkai UU Nomor 5 Tahun 1960, tentang UU PokokAg ~ Menurut dia, melihat semakin berkembangnya konflik agraria dan
(UUPA). banyaknya jatgh korban jiwa dalam proses penyelesaian masalah itu, su-
Parahnya lagi, masa orde politik agraria sangat merugikan ,*dah saatnya dlbenFuk lembaga khusus independen yang fokus mengu-
Yakni politik agraria atas nama kepentingan umum dan pembmq F:SII r:asalah konflik agraria. Dengan adanya lembaga yang personelnya
e ptgat b ln mehirian st b4 SnE o ndeperden s epecngn sseoring
anttpancasia,bahlan !<eturunan PKI dsb.Tekanan berikutnya Im.‘konflik agraria yangpterjadi diele:'erliyi::li I:elsr::in;z: m: :Zﬁlesalfl\(ali‘ Se"zua
E:! qa:thkuasm senjata. Ini sebabnya, performa tentara dan Wﬁlsecam damai. S S —
gai alat kekuasaan tak mudah dihapus.

Konfik meledak di era reformasi, ketika rakyat merasa mef

oleh kebebasan menyatakan pendapat dan bertindak. Di era e
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"“‘Lh Mengatasi Konflik Sosial-Agraris Melalui
Pendekatan Kultur dan Agama di Indonesia

Ahmad Yani, SH, MH
(Anggota DPR Rl Bidang Hukum)

I
|
Kondisi masyarakat kita saat ini bisa dikatakan sebagai masyara-

kat yang tidak dapat dilepaskan dari berbagai konflik, hampir seluruh
daerah Indonesia mengalami berbagai konflik, baik konflik sosial, keaga-
maan, maupun konflik politik dan SARA. Diantaranya daerah provinsi
| Lampung, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua, Sulawesi Selatan dan banyak

lagi provinsi-provinsi yang saat ini dalam masalah konflik, baik sosial, ke-
agamaan, batas wilayah, agraris dan politik akibat pelaksanaan Pilkada.

Inilah sebuah konsekuensi dari negara yang memiliki heterogenitas
dalam iklim politik yang baru berdemokrasi. Terkesan memang dengan
berbagai konflik yang terjadi negara tidak hanya gagal dalam mengatasi
(menyelesaikan) berbagai konflik ditengah masyarakat, tetapi negara se-
akan tidak mampu melakukan pencegahan konflik yang terjadi di ma-
syarakat, padahal negara di berikan alat untuk mencegah dan menangani
| berbagai konflik, yaitu kepolisian dan TNI serta aparatur pemerintahan
sampai level desa.

Konflik memang merupakan bagian dari demokrasi, karena salah
satu ciri dari tatanan demokrasi adalah adanya peluang-peluang bagi ke-
merdekaan pemikiran, consensus dan perbedaan pendapat, serta par-
tisipasi politik, manajemen konflik secara damai dan pembatasan-pem-
bantasan kekerasan; serta luasnya kepercayaan dan loyalitas terhadap
pemerintahan yang konstitusional dan demokratis. Untuk itulah diperiu-
ikan upaya berpikir secara rasional, mengedepankan consensus, bersikap
'toleran dan menjaga hubungan harmonisasi ditengah perbedaan agar
persoalan konflik dapat diminimalisir baik dalam pencegahan maupun
penanganan konflik sosial (Jimly Asshidigie - M.Ali Safa'at, 2012 :9).
| Indonesia tidak saja sebagai negara demokrasi, namun negara hu-
ikum. Hukum di atas segalanya, bahkan demokrasi tidak bisa serta merta
[nelawan atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Ketika demo-

|
i -Eifamf&a K‘"ﬁ{ Sosi . J
osial- Agraris df Indonesia _/1[
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";‘Thﬂ "e"rl P::':;mi serta efektiﬁu, . _

Lare™? ":;wnwc.konﬂm yang efektif. ;
Pemulihan py

sebag?! anan serta Sca K,

penang Jengan PErUMpamaan bag; :

M wen::f:a «demokrasi dpn .hctel.'ogeng',-mto“ﬁ

asant i emestinya menjadi bagian ne
jat Indone nan sejak dini. Dalapy,
P‘"’N’M h peﬂaﬂga Konfli Ung,
ot hff"h'hm:‘;'renung Penanganan Konflik Sogiy digh
7Tshun 20 jah perseteruan dan/atau bengypy,
Sosal 30380 PO varakat atau lebiy |
d“; dan berdampak luas yang mengakibag,.
e i sosial sehingga mengganggy Stability
na anmhdﬁ"t‘“g ¢ unan nasional (Pasal I Ayat | uy
dan mengha anlganan Konflik Sosial). Dengan demp
hun 201278“:"3 ing dalam menjaga keutuhan negara sery,
memilii peran pencné

. j rakyatnya.

woan egera b8 2" lakukan rangkai
_ harus melakukan rangkaian penan

ﬁ:ﬁﬂ; serta pemulihan pasca Konflik. Penangang
g““ kan serangkaian kegiatan yang dilakukan secarg g
dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada sz
upun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konf :
hentian konflik, dan pemulihan pasca konflik (Pasal | Ayat 2 Uy
Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial).

Sedangkan yang dimaksud dengan Pencegahan Konflik addd
rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya
dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringi
a(';rﬂ I Ayt 3 UU No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konfik

-Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk me
Py menyelamadan korban, membatasi perluasan dan
"y h’;“D'::‘Cezﬁh'bemmbahnya jumlah korban dan ¥
Seranghaian Leo u’:"& :;kmaksud Pemulihan Pasca konflik me
hubun " Utk mengembalikan keadaan dan mem

641 Yang tidak harmepis dalam masyarakat akibat Konflk

Dinam; ;
%hlp'ﬁ“"mﬁﬂﬂmn} AV Inda

''''' El

|

rekonsiiasi, rehabilicas, dan rekonserbes (Pasal | Apt 4 UU
No. 7 Tahun 7012 Tertang Perarganan Korflie Souaf)

Dengan ketertuan teriebut sermestirya pemerrtah sudsh mampu
mengatasi berbagai potensi-potensi masyparakat pirg dapat merimbul-
kan konfilk baik akibat keserjangan pembangunan. lemakrys legtmass
dan institusi sosial politik sepert integritas peabat publie dan peng-
gunaan kekerasan Berdasarkan ketentuan hubum & atas. semsetrya
penanganan konflik sosial dapat dilakukan melalui tigs poia

Pertarna, prakonflik, kebijakan pemerintzh seharusrmys secars spe-

sifik diarahlan untuk mencegah terjading konflik. Upays pencagaban

dirancang Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa Departernen Da-
quatmmhmm«t&ﬂmmmﬁm

' mengarah kepada gangguan dan ancaman terhadap persatuan dan ke-

satuan bangsa.
Kemudian, menciptakan situasi dan kondisi yang kondusd Sag m-
kebijalan publik dan meninglatian kemampuan kontgens:
terhadap berbagai konflik yang mengancam integras bangsa. Di samping
itu, pemerintah semestinya memetakan daerah rawan konfli, mem-
perkuat lembaga adat, menglap bentuk ancaman, gargguan, hambaan
dan tantangan terhadap ketenteraman masyarakat serta memyusun -

7 ran tindakan. Sehain itu, mengeluarkan kebijakan pembangunan sensicf

konflik yang berkeadilan serta menyusun hperan dan evalias secara

" berkala dan detail.

Kedua, penanganan saat konflik, yaitu dengan mengkaji secara cepat
dan tepat akar permasalahan dan menentukan skala pricntas. Peme-
nuhan kebutuhan primer dan perlindungan terhacap anai, perempuan,
dan golongan cacat juga mutlak diperiukan. Tak kalah pentng melilwu-
kan mediasi dan rekonsiliasi serta membertakukan proses hukum tanpa
pandang bulu.

Ketiga, penanganan pasca konflik dilakukan dengan memulihlan si-
tuasi sosiologis masyarakat dan memberi bantuan usaha kecil. Kemudian
memulihkan pemulihan dan pelayanan publik, rehabilitasi fasilicas umum
akibat konflik, dan optimalisasi peran lembaga adat Benkutnya, mening-
katkan dalog dan kerukunan antar warga, pemenuhan kebutuhan ma-
syarakat, dan relokasi warga yang terkena dampak konflik.

Dampak yang tidak terhindarkan yang disebabkan oleh konflik
adalah memunculkan masalah-masalah social kemasyarakatan seperti
banyaknya pengungsi, terhambatnya pembangunan serta keamanan ma-
syarakat yang tak dapat dijamin Pengungsi adalah orang atau kelompok

|
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dipaksa keluar
Jar dan/atau _ ole o
terpaksd ¥ lkan tempat tinggal dap .
ﬁﬂsﬁ:gdn atau vl;ﬁ"w'"ﬁzs belum pasti sebagy; al:ab:?%'
m 3

% serta Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selai lemba, -
reka dalam P ap keselamatan jiwa dan harta beng A e s g, et 54

sebut masih terdapat kompenen masyarakat sebagai pranaca yang dapat -

ingmidasi ter e ehi dupan Iainll'l)"ﬂ- geca_l'illanormative key % digunakan untuk menangani masalah konflik seperti halnya ranata Adat

Kerja, a0 kegia o gkah anﬁsipatlf sebagal bentuk Perin y yang lahir dari nilai adac yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masya-

i memeriukan ¢ Karena status keadaan Konfii me rakat; Pranata Sosial adalah lembaga yang lahir dari nilai adat, agama,

perneri"ah sete”;zha pejabat yang berwenang tentang KOHﬂNh budaya, pendidikan, dan ekonomi yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh

ya dimmp‘:i;iupateﬂ’k"m' provinsi, atau nasiony| Yang“-‘ masyarakat.

jadi di q:,:adengan cara biasa. 4 Pendekatan Kultur dan Agama

. I H 3

dlsel::tentuan UU Nomor 7 tahun 2012 l::uga Mengarislg), & Konflik sebelum jauh kita melakukan analisa penanganan konflik
h-angkah penangganan dalam bentuk Satuan Tuzax dengan pendekatan kultur dan agama, bahwa konflik di Indonesia dapat

nya langkal i Sosial lembaga tersebut merupakan Iemb;lgayanz 1 bersumber dari: permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi,

saian Konfli il etk menyelesaikan Konflik di lar dan sosial buda » perseteruan antar umat beragama dan/atau interu-

od hoc.rang i erah untuk mufakat. Lembaga tersebuy d A mat beragama, antarsuku, dan antaretnis; sengketa batas wilayah desa,

melalui musyawa kabupaten/kota, dan/atau provinsi; sengketa sumber daya alam antar-

kendalikan oleh pemerintah selaku pemegang !<ekuasaan, masyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha; atau distri-
Pasal | Ayat 9, Pemerintah a.dalah Presiden Republik jpgy busi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakac. Dengan
yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik i demikian berdasarkan identifikasi yang selama ini terjadi konflik social
sebagai-mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negary memang banyak terjadi pada level masyarakat yang memiliki pranata
Indonesia Tahun 1945. Ayat 10. Dewan Perwakilan Rakyat,m social, adat dan agama.
jutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat ;dna" i Dalam UU No. 7Tahun 2012 bahw_a dalam hal menangani konflik
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik lnjy diielaskan bahwa mekan|§me penyelesaian konflik sangat bergantung
Tahun 1945.Ayat | |. Pemerintah Daerah adalah gubernur, b@ Padappm‘mép"?“la;aISOC';:SYE:":*SI 3‘?3 d'mai}':rakzbta PmmA:;; dan/
wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pen 2" '2nata Sosial dalam Pasa AR JRagN gants tardepin

- terutama dalam ayat (1) yang menjelaskan Penyelesaian Konflik dilaksa-
whan daerah.Ayat 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang nakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan mengede-pan-

nya disinglat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daersh kan Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial yang ada dan diakui keberada-
unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Ayat 3. Tentara annya. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengakui hasil penyele-
Indonesia, yang selanjutnya disingkat TNI, terdiri atas Angka ¥ sai2n Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranag Sosial.
Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, adalah alat negara yang %8 (3) Hasil kesepakatan penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranaca
memperta-hankan, melindungi, dan memelihara keutuhan danke#Adat dan/atau Pranata Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) me-
an negara. Ayat |4, Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang miliki kekuatan yang mengikat bagi kelompok masyarakat yang terlibat

nya disingkat Polri meméidalam Konflik. (4) Dalam hal penyelesaian Konflik melalui mekanisme
glat Polri,adalah alat negara yang berperan dalam mdPranaca Adat dan/atau Pranata Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat

n i €l
berikan eg?";:ﬂtemban masyarakat, menegakkan hUkug‘l';‘”ﬁ(l) tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian Konflik dilakukan oleh
rngia "831?. Pengayoman, dan pelayanan k‘epa . SatuanTugas Penyelesaian Konflik Sosial. (5) Penyelesaian Konflik melalui
T-erpe-llharanya keamanan dalam negeri. jmekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial sebagaimana dimaksud

emerintah adalah Presiden Republik Indonesia, '

\

t Pemerintah p bupat

kota, dan aerah adalah gubernur, i
daerah, ezn""ngat daerah sebagai unsur penyelenggara P : o
e"Waktlan Rakyat Daerah.Tent.ar‘a Nasjonal {
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Konflik Sosial-Agraris di Sumatera Selatan:
Telaah Historis dalam Hubungan Tradisi
Melayu-Islam

Prof. Dr. Jalaluddin
(Guru Besar limu Pendidikan IAIN Raden Fatah Polermbang)

Secara umum, konflik yang terjadi di Indonesia selama tiga thun
terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup serius. Kementerian Da-
lam Negeri mendata, tahun 2010 terjadi 93 kali peristiwa konflik. Tahun
2011 menurun menjadi 77 kali. Sedangkan tahun 2012 kembali mening-
kat menjadi 104 peristiwa konflik. Pemicu konflik tahun 2012 terbagi
menjadi: |) bentrok antar warga 35 kali (33,6%), isu keamanan 26 kali
(25 %), sengketa lahan dan konflik antar organisasi 13 kali (12.5 %), serta
SARA sebanyak 10 peristiwa atau 9,5 persen (Republika, 20 November
2012).

Memang, menjelang berakhirnya Orde Baru, konflik horizongl me-
nunjukkan  peningkatan. Selama tahun 1996-1999 saja telah terjadi |1
kali konflik. Tahun 1996 terjadi tiga kali konflik, tahun 1997 dan 1998
masing-masing hanya terjadi satu kali konflik, sedangkan whun 1999
meningkat menjadi enam konflik. Latar belakang pemicunya beragam,
antara lain isu agama sebanyak delapan kali. Kemudian pergolakan sosial
(separatis) sebanyak dua kali (Rosita S. Noer, 3 : 2000).

Konflik sosial agraris dapat dibagi menjadi konflik vertikal dan
konfli horizontal. Konflik vertikal menyangku konflik yang terjadi anara
masyarakat dengan pemerintah. Sedangkan konflik horizonzal melibat-

Ot i
. -y Kp’ﬁUﬂimf-ﬂgmnk di Indonesia

kan konflik antar warga. Namun demikian garis besar konflik tersebut
bermuara pada masalah yang menyangkut “keadilan”. Resica S. Noer
‘mencoba menganalisa kasus konflik ini dengan menggunakan pendekat-

n strukeur sosial. Berdasarkan pendekatan ini, ia melihat potensi yang
paling berbahaya saat ini adalah pada tiga wilayah.

|
|
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Kedud: empy dinikmati oleh mereka sendipi X tinggal mereka mengenaai soal-soal Mekkah dan Islam. Hanya apabila

—
bfe':;'gn tetapl ufﬂk adalah orang dari luar kelom dap lulus darf u@ian.barulah mereka dianggap berhak untuk mempergunakan
y:ngm mmﬂ(maunﬂ stera Selatan yang di")’atakan , gelar haji di depan nama mereka (Deliar Noer, 1985: 32).
kan YO \er: 11) Surf‘il tam kelima terbesar, agakny, - 0gyd  Peraturan dalam staatsblad tanggal 6 Juni 1859 No. 42 memuat
memiﬁki kekayaan sejum|3h kasus kon fik me”‘"ﬂq‘ tiga kete.ntuan dalam pelaksanaan haji, yaitu: ) pas jalan tetap diwajibkan
ng bahaya ini. Nyatany2: baru di wil Yang dan gratis; 2) calon haji harus membuktikan kepada kepala daerha bah-
yang be ahan, bukan sesuatu yang baru di wilayah j,; Ky, Wa ia mempunyai uang yang cukup untuk pulang dan pergi dan untuk
sengkec = besar menghadapkan masyarakat dengap, Parl: biaya keluarga yang ditinggalkan; dan 3) setelah kembali dari Mekkah
yang sebagian para jamaah haji diuji oleh Bupati/Kepala Daerah atau petugas yang di-
Perkebunan- tunjuk, dan hanya yang lulus diperkenankan memakai gelar dan pakaian
Kearifan Lokal haji Peraturan itu baru dihapuskan secara keseluruhan sejak tahun 1902
Islam dan s Wit hingga 1905 (Husni Rahim : 182).

.k kehadirannya di Wi a”ah berhasil m termasuk g Pada akhir abad ke-19 mukimin Indonesia di Mekkah merupakan
Selatan, nilai-nilai ajaran Islam teia. o ES' meng_alfomodm bagian terbesar dan paling aktif di seluruh kota Mekkah (Agib Suminto,
kultural t setempat, menjadi s'e“ uah.tradISI ME|ayu. 1985: 95). Di kota Mekkah ini pula para mukimin berkenalan dengan
disi baru yang kemudian dikenal sebagai “kearifan lokal”, peny | lingkungan Istam internasional. Kedudukan mereka sebagai jembatan an-

" ra ulama setempat. tara kehidupan rohani di kota ini dan kehidupan beragama di tanah air
(Agib Suminto: 96). Tak mengherankan bila sekembalinya ke tanah air,

ini tak lepas dari peran pa e
Sebelum abad ke-19, ulama Sumatera Selatan dapat dijy para haji mukim ini memiliki aktivitas dan peran yang dominan dalam

menjadi : |) ulama kesultanan (birokrat ); 2) ulama |ndepgnden mengembangkan ajaran Islam di masyarakat lingkungannya.

birokrat diangkat oleh Sultan dan m.endapat bayar_ an fia” Pada priode berikutnya, semasa zaman penjajahan terjadi perubah-
(Kesultanan- pen.) Sedangkan ulama independen ditunjuk berdig an. Pemerintah kolonial Belanda mengangkat para pemuka agama seba-
penilaian masyarakat Untuk Kesultanan Palembang, pejabat tef gai “penasihat” bidang keagamaan. Di luar itu, ulama independen tetap
dalam bidang agama adalah Pangeran Penghulu Nata Agama, §¢ bertahan. Dan dalam struktur baru ini muncul ulama organisasi. Ulama

kan untuk tingkat dusun adalah Modin. Pangeran Penghulu Nau independen ini kemudian lebih dikenal sebagai “haji mukim.” Peran me-
' reka dalam meletakkan dasar nilai-nilai kearifan lokal dalam tradisi Me-

sebagai pimpinan lemb enghulu sebagai pembantu tertingg mele r ifan lok ;
berl?edzg?u?ulgn di Palemagznl;. Sgdangkan pgemigang kekuasaan Iayu;lslam dinilai cukup dominan. Para muhmrn ini merupakan jantung
di bidang keagamaan adalah Sultan (Husni Rahim, 1998 : 8-9). kehidupan agama kepulauan Nusantara (Husni Rahim 183).
Mereka o ' | . - Pada masa kemerdekaan, struktur dan peran ulama kembali meng-
e smempesclel; knduduln karena kecaaman g k:’;;j alami perubahan. Sejak didirikannya Kementerian Agama Republik Indo-
u

agama, kesalihan ibadah, dan kemuliaan akhlak. Tugas utama nesia, tanggal 3 Januari 1946, maka ulama birokrat dihidupkan kembali.
Mereka ini diangkat sebagai“pegawai” oleh pemerintah, guna mengem-

penden ini adalah memberikan pendidikan dan pengajaran
syarakat, dan melaksanakan dakwah Islam. Aktivitas mereka M ban tugas Kementerian Agama tersebut. Selain itu, ulama organisasi, dan
daerah- daerah ( Zulkifli: 7 - 72). ,ulama independen tetap berlanjut.

Para haj j ind : o'l Diantara ketiga golongan ulama ini, maka ulama independen masih
kim.” Mefd(i r:;gﬁz-c:n J:.;.SEb;glsan b Z?Er adalﬁ:ng:t)r:%mn ]Jtetap memegang g:rgn penting dalam pembinaan nilai-nilai keislaman
pemerintah kolonja| Bel 4 AN orasi Sq"jdi masyarakat. Pembinaan tersebut mgmberi Perjgaruh dal.an_'; ubahan
hun 18 9, pemeri - dan juga masalah transp [umﬂsikap dan perilaku warga, hingga kemudian menjadi karakteristik orang-

ntzh kolonial Belanda mengeluarkan pera rang Melayu. Dalam catatan (memo) Belanda terungkap sikap orang-

mereka o o Jo
Yang kembali dari mengerjakan ibadah haji harus div/ 4 ’
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daerah yang otonom. Sistem pemerintahan yang dinilai masih milki
berbagai kelemahan, antara lain dalam bidang manajemen dan ku:h.ms
sumber daya manusia (SDM) yang tersedia. Lalu globalisasi yang bersifat
terbuka ditandai oleh perkembangan Iptek menawarkan berbagai ke-
nikmatan bendawi (materi). Melalui globalisasi, milenium lll menyangkut
pandangan hidup, ikut “melebur” ke dalam sebuah sistem nilai baru.
Pergeseran sistem nilai ini berdampak pada sikap dan perilaku ma-
\ syarakat, hingga terjadi berbagai kasus konflik sosial agraris di Sumatera
8%ugl Selatan, Dari berbagai kasus yang terjadi ditengarai, pemicu konflik di-

Tangan  Mencenc
memikul Bercaka Gng

- t ng @ | maksud berakar pada faktor-faktor berikut:
Wpadd ya ati Pertama, terjadi proses pembentukan masyarakat madani dengan
W 2001 munculnya lembaga-lembaga kemasyarakatan yang independen (LSH
-~ Saleh Djosit 17 Oktover ) { LBH.Walhi dan sebagainya). Dengan adanya lembaga independen ini
ip dori- den (haji mukim ini), menuryt p, masyarakat merasa terbantu untuk melakukan penuntutan haksya.
ylama indepen® rahun 1970-an. Pertamq D"l Kedua, kehadiran investor asing menimbulkan kelompok makelar.
rue sekitat ' "%yt Dalam proses pembayaran ganti rugi lahan masyarakat, umumnya para

ra . ; | investor asing menggunakan “pihak ketiga,” sebagai makelar. Dalam pe-
hun-2aht : digant oleh generasi muda yang UMumny, 4 laksanaan di lapangan sering terjadi salah alamat, hingga pemilik lahan
- Pd-mkm (Danil Dhakidae, 1990). Dal.am tugas pembinay, o yang sah tidak memperoleh bayaran.

ulama bir® ini (pejabat Kementerian Agama) terikag Ketiga, status kepemilikan lahan. Pada umumnya rata-raa warga

\idae, mubi meﬂY“‘l_ mukim sudah memasuki usia sepyh,

; ni

kat, ulama bk';:kfl;; Po]itjk Pemerintah. Dengan demikian, pary§ masyarakat pemilik lahan tidak mempunyai sertifikat Dengan demikian
dinas, dm 4 'c;lak dapat berperan penuh dalam membina status kepemilikan lahan menjadi tidak jelas.Tak jarang penyelesaiannya
bimlq.-(z ini U " lat kehitangan 505 ok panutan, dan pemimpim di lapangan melalui kewenangan Kepala Desa, yang sifatnya mendadak.
Seiﬂ“_mmm Keempat, sosok panutan. Masyarakat Sumatera Selatan terdiri dari
rismas. beragam etnis, yakni: Palembang, Ogan, Komering, Semendao, Pasemah,

. HPH Gumay, Lintang, Musi, Rawas, Meranjat, Kayuagung, Kisam dan linnya
Pergeseran Sistern gl (Pemde); Sumsel:g 17).Masyarakat Sumatlera Selyaumiuadgz’llah masyarakat plu-

Era Reformasi diikuti oleh tiga proses perubahan yangt jis. Namun bukan masyarakat patrialistik, hingga masing-masing etnis
Reformasi membuka “keran demokrasi”. Seiring dengan itu Und tidak memiliki sosok panutan yang permanen. Sosok pemimpin informal
-undang Otonomisasi diberlakukan. Dengan undang-undang ini& kharismatis yang semula direpresentasikan oleh para ulama independen
pemerintahan sentralisasi berubah ke desentralisasi. Berikutnjadsudah tergantikan oleh para pemimpin formal (pejabat).
memasuki abad ke-2| atau Era Global dan sekaligus milenium Lk Kelima, era global dan milenium IIl. Globalisasi dan milenium IiI

peristiwa yang ibarat sebuah “dadakan® sejarah ini ternyata memberi pengaruh perubahan sistem nilai dalam masyarakat. Tawaran
dampak yang cukup besar pengaruhnya terhadap pergeseran si;mikecalng‘gi}.\ap produk Iptek telah mengubah kecenderungan masyarakat
ke nilai-nilai meterialisme dan konsumerisme. Sementara itu keterikatan

lai dalam kehid ; tan.

R dmiu:‘?nmzsy:m_kat’ termasul.< di Sumatera S:au!a ?terhad_ap sistem nilai yang bersumber dari tradisi dan agama menjadi
crorlar o pau ngubah sistem pemerm!:ahan yang se o wﬁemakm longgar. Kecenderungan kepada budaya permissiveness (serba
rotwhud erintahan yang demokratis. Rakyat bagal ;- oleh) semakin terlihat dominan.
mudian Uggda'nmgga Vox populi vox Dei menggema di mana-™

N%ng-undang Otonomi, melahirkan sistem pemé |
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Model I?E11del§ata11 dalam Penyelesaian
Konflik Sosial-Agraris : Konsep dan
Aplikasi

Drs. KH. M. Sodikun, M.S|
(Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia
Provinsi Sumatera Selatan)

Hakekat Konflilk

» Kehadirannya sejak keberadaan manusia.

 Energi negatif dan positif dalam peradaban kemanusiaan.

* Masuk dalam wilayah Madzumah berproses/tidak berproses ke
arah Mahmudah.

Paradigma Islam
e Konflik adalah perilaku Munkar kalau tidak di atur secara akhlaki.

e Konflik harus dikhoirkan dan dimakrufkan agar barokah.
e Konflik tidak boleh bercabang dan berakar kepada dhoror dan dhi-

ror.

Realitas Konflik Era Reformasi
Konflik Kekerasan Antara etnis Dayak dan Madura

Komunitas Religius di Poso Sulteng

Konflik Kekerasan antar etnis di Kwamki Lama Papua
Komunitas Etnis Religius di Ambon

Kekerasan Supporter Sepakbola

Kekerasan Bom Bunuh Diri

Kekerasan Konser Musik
Kekerasan Tawuran/Bentrok Anak Bangsa
Konflik antara warga dari beberapa desa dalam Kecamatan Tanjung

Batu Kab, Ogan llir dan PTPNVII Unit Usaha Cinta Manis.
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e bang. L, R

St ba
ghan ben'“I’T || Palembang. | %
pozak pe ad”;‘fbangsaaﬂ) N\\

* lmb‘nsﬂﬂn dan _—
| U ,
; ® KonfliK (Qf)(ym,//- 1
| Seild"’m kita ' ) {
| : :;’;f;zinya kich Penyelesaian Masalah Pertanahan dalam
* palury2 6% Persepektif Filsafat Sosial
. kita
. Lemahdm:n kita Drs.A. Rifai Abun, M.SI
o Han (Ketua LSM Penegak Keadilan dan K;baa-h;aran dan Dosen Fokultas Ushulu-
ik 2 id : din JAIN Raden Fatah Palembang)
pkar Ko ted (kebijakan, ketidakadilan, Kesy

Sangat teladanan dan pemahaman),
dakdewasaah ke ren getahuan Awal

Masalah Sengketa lahan. Perkebunan dan pertanahan yang hampir
melanda berbagai daerah di beberapa provinsi acalah perscalan
yang sangat rumit, karena persoalan ini telah melibatkan banyak

Solusi - berpihak dan solutif bukan politjs.

. Kebl'jahn PY:" guatan jaringan komunikasi politik antr ;
o Dibangu ikan nilai-nilai 4 Pilar Kebangsaan keselury, orang. Terjadinya persoalan ini karena ada sebuah kedmpangan
o Membum! penguasaan dan kepemilikinan lahan tersebut. Antara pemerintah,

bunan negara/swasta dengan t i/penggarap.

‘ teladanan, kebersa perke ga masyarkat petani/

ankan Sl!‘iP kf?ilfberbasis - rr;aan dan kg, Penyelesaian terhadap konflik lahan itu telah dicoba dengan ber-
e n lokal dan bagai pendekatan, baik itu melalui musyawarah Acau mediasi tra-

o Membangun sikap bertanggungjawab setiap anak banggfy  disional melakui jalur hukum formal (pengadilan) maupun mediasi
yang dibentuk. Dalam lingkungan BPN dan hasil temuan di lapangan

ro'in).
e Membangun Peradaban Keukhuwahan penyelesaian semacam itu hampir tidak menyelesaikan persoalan
yang sifatnya memberikan keadilan dan kesejahteraan terhadap ma-

syarakat petani.

syaralat
o Mengedep
’ Mendesai n reso

'emuan utama di lapangan

Paling tidak ada lima temuan yang diperoleh dari data di lapangan
sebagai contoh kasus lahan pertanahan/perkebunan tebu di desa

ketiau kabupaten ogan ilir.
Pertama, sengketa pertanahan telah menyengsarakan masyarakat

penggarap (petani).
Kedua, latar Belakang. Sejarah, faktor ekonomi, dan kondisi ling-

kungan Sosial;

[58 l Mhinaw. e ‘.
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fils.. Sengketa lahap, Dig

lasi
Jam membuat FeBUIAST Yg me

i ‘:‘,ﬂ dll:m pah. Dalam te”“iﬂolo;ig:‘“r

i egerd gt - an rakyat: Namun neg, Nyl Oy o  “keghaan” rezim terbary terjadi jull s di desa fimbang . keca-

Munﬂ* tehndasan filosofi dan etik, i % tanjung batu, kabupaten ogan ilir, provinsi sumatera selatan.

dan : lesaian k 8 Seorang anak 12 tahun, angga prima bin darmawan, harus mere-

g " L wake e it 2y gang nyawa setelah kepalanya diterjang pelury aparat brimob pol-

W“!Uah n agarna (teolog‘). sosial, bUd da sumsel, yang tengah melakulcan operasi pengamanan aalidhs son
g .Yang menggunakan : korporasi perkebunan.

o nah. perkb. Ya Pen
gﬁ“ lasts I enempatkan rakyat pada posis; Yang 3| Keadilan sosial

Normat 82 "L 1 tanah/lahan tdk bisa hy

ok keperi dan pengu
Reformas fau tata guna penguasaan
B : ;ﬂ:‘l a ¢ dari kebijakan pemerintah ?
mrﬂ,h":; kepldl kesejahteraan rakyat petani

Nah

i sebuah kegilaan rezim

_ saja bukan seorang akivis
o Albert mﬁimat bijak yang muncul dari einsteinarau

e bukan tuk persoalan pert'ana-:han'/.laha-n. Namyp
i dan tepat untuk mendeskripsikan “kegilaan” Fezim
e wmgmgani masalah. Rakyat dengan perkebung,
waktu ke wakiu intesitasnya kian meningkat. 4

. Di maran waani, penyelesaian sengketa lahan yg.
dan adil lewat Pendekatan legal dan sosio kultural serty
rasan acap diretorikakan. Namun dalam praktiknya rezimj
rus mengedepankan, atau "membiarkan”, pendekatan legil§*®
yang mengandalkan aksi koersif lewat institusi kepolisian,
pam-swakarsa yang dibentuk korporasi, dalam menanga
sengketa lahan.

o Dimeja rapat rezim terus menebar janji penyelesaian s
han.Yang damai, adil, dan mensejahterakan rakyat. Namun
Prakeik tetzp kukuh mengobral kebijakan memberi izin e
;“k"p':’;&gl korporasi perkebunan, dan rajin mengkri

g memperjuangkan haknya.

Menyelesaikan sengketa lahan dengan meneruskan “kegiaan” re-
zim tentu saja ir-rasional, baik secara hulum dan poitile. Karenarya
“kegilaan™ tersebut harus dihentilan segera. Peryelesaan sengeta
lahan yang adil, damai, dan mensejahteralan harya mungion terwu-
jud bila rezim mengoreksi sejumiah “kegilaan” yang merska yaloni
dan lakukan selama ini
Pertama, “kegilaan™ yang memandang sengketa lahan sebaga kon-
flik berdimensi hukum. Legal administracf belala. “kegisan™ s me-
nyebabkan penyelesaian sengket lahan. Hanya dicari dan digelar di
ruang pengadilan dan di meja administrasi kantor permrth. Padahal
Selain berdimensi legal administratf sengketa lahan. Sepunya LU
berdimensi sosio kultural.
Sengketa lahan umumnya dipicu oleh sengkea kepemilian anana
perkebunan atau korporasi, yang cidukung dengan justfikasi legal
formal yang kuat semisal izin pemerintah atau serufikat yang dikelu-
arkan BPN, dengan kelompok rakyat yang justfilkasi legal formalnya
bisa jadi lemah namun justifikasi sesio kulturalnya sangatiah kuat
Patut digarisbawahi, justifikasi sosio kultural, dalam bentuk buku
dan dokumen sejarah tanah, yang dimilili ralcyac bahkan teiah terie-
bih dahulu ada dan hidup di tengah masyaraka, sebeium catangnya
justifikasi legal formal. Sayangnya, hukum dan meja pengadilan legal
formal, dengan segala teks tertulis dan hukum acaranya, nyaris tidak
menyediakan ruang untuk melegalisasi justifikasi sesio kultural yang
dimiliki masyarakat tersebut. Dengan kaa lain, hukum legal formal
nyaris tidak menyediakan tempat bagi hadirnya keadilan sosial. Hu-
kum legal formal hanya menjadi sarana legalisasi formal bagi korpo-
rasi untuk menjarah tanah rakyat.
“kegilaan" legal administratif telah menyebabkan terjadinya para-
doks hukum. Di satu sisi kelompok rakyat memperjuangkan hak-
nya atas tanah begitu mudahnya dikriminalisasi dan bahkan
didiskriminasi secara hukum dan politik. Sementara di sisi lain

Dinamika Konflik Sosial-Agraris di Indonesia i 61 ‘
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Kembali Pada Konstitusi Pasal 33 UUD 1945
Ayat 3 Untuk Mengatasi Konflik Agraria :
Memahami Penyebab Utama dan Gagasan

Jalan Keluar

Eka Subakti, SE
(Ketua KPW Serikat Tani Nasional Sumsel)

Sejak satu dekade terakhir, rezim neoliberal di Indonesia sangat
agresif untuk meliberalkan tata kelola agraria di Indonesia. Situasi ini
memungkinkan pihak swasta, terutama korporasi multinasional, terlibat
dalam penguasaan tanah-tanah produktif di Indonesia.

Akibatnya, praktek privatisasi tanah di Indonesia makin masif. Kepe-
milikan dan penguasaan tanah makin tersentralisasi dan terkonsentrasi
di tangan swasta, baik domestik maupun asing. Kepala Badan Pertanahan
Nasional (BPN) Joyo Winoto pernah membeberkan bahwa hanya 0,2
persen penduduk Indonesia yang saat ini menguasai 56 persen aset na-
sional. Dari aset yang dikuasai tersebut, 87 persen dalam bentuk tanah.

Data lain menyebutkan, lebih dari 35 persen daratan Indonesia
dikuasai oleh 1.194 pemegang kuasa pertambangan, 34| kontrak kar-
ya pertambangan, dan 257 kontrak pertambangan batubara. Kondisi di
sektor kehutanan juga tak berbeda jauh. Saat ini, pemerintah telah me-
nyerahkan 25 juta hektar hutan kepada korporasi pemegang izin usaha
pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK)-hutan alam dan 9,3 juta hekear
untuk perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI). Serta |5 juta hektar
untuk hak guna usaha (HGU) bidang perkebunan. Hingga tahun 2011,
perkebunan sawit sudah menguasai 8 juta hektar tanah.

Bank Dunia bersama dengan institusi internasional lainnya, seperti
Organisasi Pangan Dunia (FAO), Konferensi PBB untuk Perdagangan dan
Pembangunan (UNCTAD), dan Dana Internasional untuk Pembangunan
Pertanian (IFAD), dengan berlindung di balik kedok “Principles for Responsib-
le Agricultural Investment (RAI)", telah melegitimasi korporasi multinasional
untuk menguasai tanah-tanah rakyat di dunia ketiga. Melalui lembaga
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don (IFC), Institusi ¢;
ra ta, dipromosikan , :g:h

. inance swas ‘
lﬁtem;uu:::ri f{eﬂﬁan ;:ktor i hambatan regulatif dap, ad,“g.ii
perht y n ydahan investasi. ! alat kekuasaan se i
g lhng;:u K ke =4 o Karorm tos Do |;ecmng untuk menindas c_bn memeras orang banyak.
y me'dm'glﬂ ket ) ads YU nom un 20|2 . B , Bung Hatta menegaskan, tanah tidak boleh menjadi kepemi-
ra d i sudd nan dan kepentingan un, eny, | likan perusahaan besar, melainkan oleh kekuasaan pemerintah, supaya
Di ln:o:ntuk " tanah milik rakyat of U}rln. W bisa dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.
daan B prakeek peraP" " dian ada UU nomor 4|e Praktek privatisasi tanah harus dihentikan sebagai jalan alternacf
meleg!"“" n.Kem hascan dan un | untuk meminimalisir bahkan menyelesaikan konflik agraria di tanah ai
h ngune. menguasal u mengekspl : dan Sumatera Selata i i -
A rasi Oitas: n sebagai salah satu daerah dengan basis agraria
yang luas. Secara konstitusional peran serta masyarakat mesti berpedo-

: um!
isebut €] melllui uu.
tentang peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

::f dised fisme erampasan dan penguasaan tanah g |
Akiba P'-“kt m alias Pewni tak bertanah lnd°n Ih“
ryebutkan bahwa 85% rumah 8y

petani tak bertangh, @)

asan tanah rakyat itu juga memicy kg,
Praktfkter:;m Indonesia. Catatan Konsorsium PEmbnlﬂik!
§ da tahun 2011 menyebutkan bahwa terdapa;
(KPA) pa . pat Iy
raria | 4 seloruh Indonesia. Yang melibatkan 69.975 keluargw:
ﬂﬂ nyawa petni melayan akibat konflik tersebut. '
Hak dan Tanggung Jawab Masyaralkat
Praktek privatisasi tanah sangat berlawanan dengan
kia (UUD 1945). Pasal 33 UUD 1945 menggariskan keharu::':
dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untukg
muran rakyat. Pada tahun 1960, ketika menyampaikan pidato g
zm Agugumls .[i%o-bs:ﬁng disebuthpicz’atlft;j?la;lnnya Revolusi Ki'|
o kuat-kuat berpesan, “tanah tidak boleh menjadi alat penghi
apalagi penghisapan dari modal asing terhadap rakyat Indonesa’}
kata Bung Karno, harus diserahkan kepada mereka yang benurd
menggarap, yakni kaum tani. i
UU nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok#
fﬁﬁ"{“ sos(gIUPA)' menggarisbawahi bahwa semua hak atas tanahy
ﬂn?aln. ridzk?um hak atas tanah apapun, termasuk pemilikanp#
saacin 2 menempatkan pemanfaatan tanah it hanya
s dag;"ngpénibafﬂ'm Setfap pemanfaatan atas tanah di Indonesia
Bung Hamg :55' sosial, yakni kemakmuran rakyat. ‘
3 Februari 194 di$k;l menyampaikan pidato di Konferensi Bt
+diYogyakarta, menegaskan, tanah tidak bole ™
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dal .
:f:m@hkz" ko_rpohh penu'is sebagai praktek |e83|isasi
"‘*»1 man erat pada UUD 1945 pasal 33 ayat 3 dan UU nomor 5 tahun 1960
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Implikasi Konflik Sosial-Agraris Antara PTPN
VII Cinta Manis dengan Warga Desa Terhadap
Ekonomi dan Lingkungan Dalam Konteks
Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten
Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan

Afriantoni
(Dosen IAIN Raden Fatah Palembang)

Kabupaten Ogan llir memiliki luas wilayah 2.666,07 km2, secara
geografis terletak diantara 3° 02’ sampai 3°48' Lintang Selatan dan dian-
tara 104° 20’ sampai 104°48’ bujur Timur. Kabupaten Ogan llir dengan
batas wilayah administrasi sebelah Utara Berbatasan dengan Kabupa-
ten Banyuasin, Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim. Sebelah
Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kemudian,
di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten OKI dan OKU Timur.
Sedangkan, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim

dan Kota Prabumulih.

Jumlah kecamatan dalam Kabupaten Ogan llir sebanyak 16 keca-
matan, dan jumlah desa adalah 227 desa serta kelurahan sebanyak 14
kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Rambang Kuang de-
ngan luas 528,82 km? diikuti Kecamatan Indralaya Utara seluas 502,47
km?, Kecamatan Muara Kuang seluas 300,75 km? Kecamatan Tanjung
Batu seluas 263,75 km?, Kecamatan Indralaya seluas 71,08 km?®. Se-
dangkan kecamatan tersempit adalah Kecamatan Rantau Panjang yang
luasnya 40,85 km? Jumlah desa terbanyak adalah desa di Kecamatan
Pemulutan sebanyak 25 desa, Kecamatan Tanjung Batu sebanyak |9 desa,
Kecamatan Indralaya dengan |7 desa dan 3 kelurahan, Kecamatan Tan-
jung Raja |5 desa dan 4 kelurahan serta Kecamatan Indralaya Utara

dengan |5 desa dan | kelurahan.
Dengan luas yang cukup signifikan tersebut, maka wilayah ini ber-

potensi untuk mengalami konflik. Konflik memang merupakan bagian
dari demokrasi, karena salah satu cirri dari tatanan demokrasi adalah

Dipindai dengan CamScanner



merdekaan pemikirg,

juang isipasi pOlil’jk' manajen,
ng-P° g sertd P;::;:n kekerasan; sertafn _
an P atasa P " erintahan yang kons:it‘am

rerhad: n upaya berpikir secy
jculah lee"l‘.’ka toleran dan menj !‘ah

mokﬁt':k;n consensus ber';‘ r persoalan konflik dap, 7
ngedeP? diengah P;an aupun penanganan konflik sogiy h
ncegd

PT Perkebunan Nusantara VIl (Persero) disingkat PTPN VII, diben-
tuk berdasarkan PP No. 12 Tahun 1996, tanggal 14 Pebruari 1996. Per-
usahaan yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini
merupakan penggabungan kebun-kebun di Wilayah Lampung, Sumatera
Selatan, dan Bengkulu dari eks PTP X, PTP X1, PTP YOXII danPTP XOCXI.
Komoditi Usaha PTPN VIl mengusahakan komoditi kelapa sawit, karet,
teh, kakao, tebu dan hortikultura dengan areal konsesi seluas 76.740,1 1
hektar. Budidaya kelapa sawit diusahakan pada areal seluas 31.874 ha,
karet 34.439 ha, teh 1.500 ha, kakao seluas 20 ha, tebu 20.400 ha dan
hortikultura 50 ha. Selain penanaman komoditi pada areal sendiri + int,
PTPNVII juga mengelola areal Plasma milik petani seluas 65.335 ha un-
tuk tanaman kelapa sawit seluas 23.868 ha, dan karet 31.467 ha. sedang-
kan areal tebu rakyat intensifikasi 5.502 ha. Kebun-kebun yang dimiliki
oleh PTPNVII berjumlah 25 unit usaha kebun, salah satunya adalah Cinta
Manis. Unit-unit Kegiatan/Usaha Selain unit usaha kebun PTPN VIl juza
memiliki sejumlah pabrik gula di Cinta Manis yang menghasilkan gula.
negara periu M ; : ; Unit usaha di PTPN VIl Cinta Manis mendapat protes warga ter-
5:833 secara dlinl seria ?f;:?ﬁms penanganan konflik Sebag kait lahan dan pencemaran lingkungan. Menurut.A;mfrnS)ad:t (Direkzur
manajemen konflik yang elextl- el b Eksekutif Walhi Sumsel) bahwa tindakan PTPN VIl Cinta Manis tentang
Salah satu provinsi yang memiliki ke yaan besar adalghg§y pengalihfungsian lahan bukan sekadar ketidakkonsistenan perusahaan.
ra Selatan yang memiliki kekayaan alam kelima te.rbesar, makyy Namun dengan tegas melanggar amanat UU. Undang-undang secara te-
liki potensi konflik sosial yang besar. Nyatanya, sejumlah kagysy gas keberpihakannya terhadap masyarakat. Sedangkan, menurut caaan
yang menyangkut sengketa lahan, bukan sesuatu yang baru diwi BPN $umsel terdapat 44 kasus agraria terjadi secara bekesinambungan
Kasus vertikal yang sebagian besar menghadaplkan masyaralat sepanjang.20I2 (S?Jma.tera Ekspress, 2012).
para investor perkebunan adalah kasus yang sejak lama terjadi Konflik agraria diprovinsi Sumatera Selatan sudah mencapai tuk
ring terulang di provinsi i, Konflik di Sumsel sudah menjadi is lr:adlr. Lem:.zhr:j)"abkerqauain thuk pengambil kebq_nkan men;zd?k:m seng-
sampai tingkat nasional. Konflik lahan di Sumsel dengan perke H??u ag[:‘;'::‘e g ,;f"’;"m bertsan;abah e S A i
menonjol yang sangat multikompleks. P = (-V\-’a 3 Smiacars Salacie me?yebum kmmgm
_ - ' .. 4 penguasaan lahan ini merupakan faktor utama timbulnya konflik agraria
o Konflik lzhan di wilayah Sumatera Selatan hingga kini ma#l yang saat ini banyak bermunculan. Menurut catatan Walhi Sumsel, huas
jadi, masih banyak kasus pertanahan antara pihak perusahaan @ wilayah adminitratif provinsi ini hanya 8,7 juta hektar (ha). Kini sebanyak
syarakat belum kunjung terselasaikan hingga tuntas. Sengketa @ 4,9 juta Ha atau sekitar 56,32 persen lahan dikuasai perusahaan dengan
Kabupaten Ogan llir (OKI) dan Kabupaten Ogan llir. Pada hind rincian 1,2 juta ha hutan tanaman industri (HTI), | juta ha perkebunan
2m0eL3 kon:iek di St.Jmsel .mengakibatkan korban meninggal yakni I:Ielapa sawit, dan 2,7 juta ha pertan":ba.ngnr?_ batubara. Jika disandingkan
cuat ke media nasional yakni kasus desa Sodong, OKI. Pad dengan jumlah p_enduduk mencapai 7 juta jiwa, maka penguasaan lahan
Penanganannya belym sel o p—— lagi kasus lahan antara setiap jiwa berkisar 0,5 Ha saja.
Jadi tidak heran jika selama tiga tahun terakhir jumlah sengketa

dengan PT Perkebyn i
an Nusantara VIl (Persero) Cinta Manis . "
memakan korban jiwa. Bahkan terus bel('lan'ut te)r'a di lagi kasus agraria yang diadukan masyarakat terus meningkat. Tahun 2009 terdapat
| ] 18 aduan sengketa agraria, tahun 2010 jumlahnya meningkat menjadi 27,

hhan antara
lalau tiday o B 37820 TN| Angkatan Udara di kota Palem
“€era ditangani secara cepat dan damai.
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; demokrasi
29l o s,
20 » , F,dzks-‘-:lg:l:sbag;ahhn demokrasi tidak bisa
Jurn, Hukum di atas r ketentuan hukum yang be"laku.l(eﬂn
melawan 3! meium. maka hukum merupakan suaty gy,

kui hu oy ancara hulum, moralitas dan agam,

krast .
spesiik.Mala ,::t:nng ronflik yang menjurus pada pembuny,

samaan yaitU kat lainnya (Jimly-Safa’at, 2012:9). Ojep
ra atau " melakukan antisipasi dalam hal konflik socia:]q

!
|
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jpasi ApanE=te =
"wasmk dianalisis lebih lanjy,

memastk

ngan. Data tersebu‘

nun

dengah lapora” = ¢t peduli (co !

o berk ottt 208 B Ggialnce"') gambaran yang lengkap dan utuh. Ketigo, meyimpullan dan verificasi
hwa P’"’"u perbagal gejaia .ks' s yakni melakukan interpretasi data dan melakukan penyempurnaan

ba gt cerhadaP . tindakan interaksi manygj, Sffa: | dengan mencari data baru yang diperukan guna pengambilan ke-

DRV atau PO ¢ dari interaks| manusia dalam simpulan yang tepat.

P.grisﬂ"“a dalah sffln

Pada kajian yang telah dilakukan, dan melalui telash yang men-

ilakukan manusia i f‘ maka dihasil-lan
ng dilaku * 1t adalyp, dalam serta metode penelitian yang digunalan,

jal ity o
sf”!a atav urtthl“nz itu, esensi dari tingkah laky, - metoc '
bagi P""thur:a ya itu mempunyai makna, dalam penelitian ini antara lain :
bahwa 676" Jon Data Sejarah Konflik Sosial Agraris di Ogan llir

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa ketegangan warga Ogan
llir dan PTPN VIl terentang sejak 30 tahun lalu. Secara umum proses
perampasan tanah rakyat oleh PTPN VIl tahun 1982 disetiap desa real
tif sama. dijaman Orde Baru warga tidak memiliki pilihan sefain pasrah
ketika kebun karet dan nanas mereka digusur cleh PTPNVII tanpa gant
rugi yang layak. Proses ganti rugi tahun 1982 diakui warga diwarna
tekanan, intimidasi dan sikap refresif aparat keamanan.Ganti rug itupun
sangat tidak adil, contohnya dari 5 ha lahan, hanya | ha saja yang digant.
lebih parah hingga saat ini masih ada tanah warga yang belum digana
rugi oleh pihak PTPNVII.
aty Mereka adalah korban perampasan @mah yang Cdilakukan
NJ oleh PTPN VIl Cinta Manis sejak tahun 1982. Selama dua bulan tera-

kasi.
Dengan menggunakan model Miles dan Huberman khir, mereka terus bergerak mendesak pemerintahan setempaz untuk

daa penelitian ini akan dianalisis secara kasus-kualitatif yangg ™emenenuhi tuntutan warga agar tanah mereia dikembalilan.

. lan data di lapangan. Dengan demikian Kemudian pada tahun 2012 ini, PTPN VIl yang sahamnya 100%
sefak pengumpu - e ; dﬁ milik pemerintah memiliki agenda penting untuk Go Public. (www -

iti il la dii
nehd mengurpullan data di lapangan langsung dilud bptpn.co.id). Adapun penawaran perdana saham/Initial Public Offering
eks 3

Teknik dan Mﬁ[:;nengump"h" data adalah CArayry
Teknik dan P'::ngumpulkan data dengan menggunakay,
pakan dalam keur dan mendalam, pengamatan g, &
wawancard objek yang diamati serta mengkaji d Okum
> jeh di hp;ngan.Teknik dan intrumen di dalam pe
d_":“"c’l dengan cara Wawancara, pengamatan dan do,
drpﬂ'u‘"Dahm' menganalisis data peneliti mengunakan konsep,y

oleh Miles dan Huberman sebagaimang iy

di atas yang terdiri dari tiga alur kegiatan secara bersympy
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

kerjaan menuliskan, mengkategorisasikan, mengklasifi - . i
reduksi, menganalisis dan menafsirkan ke dalam kont &IjO) h dt::arg: - akaln mamp;omemnkkdam gy —
masatzh penelcan (Muhadjir, 1989). Agar data tidak hamall] 1 o oengan pelepasan 30 persen kepemilikan saham BUMN
o " , § : 4 itu ke publik. Secara korporasi, kinerja PTNI VIl memang menunjuk-
nuf: H; iptf tetapi —pu menyenu_'h dimensi transenden ™ |3 peningkatan yang signifikan. Perusahaan pelat merah yang bergerak
berusaha berpikir yang kreatif. di bidang agribisnis perkebunan ini telah memiliki wilayah kerja meliputi
3. Teknik Analisa Datg 3 propinsi, yang terdiri dari beberapa unit usaha.

Pef.belmn inijuga menggunakan analisis data model anal$ Secara legal formal pembangunan tebu dan pabrik gula Cinta Manis
aktif yang terdiri dari tiga komponen analisis yang saiig yang dilakukan BUMN sesuai dengan SK Mentan No.076/Mentan/ 1981

an yaknj ; . il i 3 tanggal 2 Februari 1981 tentang izin prinsip pendiri rkebu
reduksi data, sajfan data dan penarikan kesimputf 7"88% g iZin prinsip pendirian perkebunan tebu
& Huberman, 1984). Lebih iel P lcie data dilakukan dan pabrik di Sumsel yang merupakan upaya Pemerintah guna memenu-
ut: Pertamg | :‘Snya analisis data i ha hi Swasembada gula dalam negeri. Sesuai dengan SK Menteri Keuangan
h'm'mmﬁlimpurlqn g re }l'k5| data yakni bel'fJS RlIno.257/KMK/016/1996 tanggal | | Maret 1996 tentang restrukturisa-
Pada tema por e | 020 Memilih data yang sesuai deng"lsi BUMN. Perkebunan dilakukan penggabungan beberapa PT. Perkebun-

-, mttun Kedua, display data, yakni berusaha :‘ o I
: m
“Maparkan secara keseluruhan guna ] Dunamika Konflik Sosial- Agrars £ Indonesia e
— ﬁUﬂ-Mf—/'lgrank di Indonesia _/
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Dinamika Tuntutan Masyarakat
dan Problematika dalam Konflik Sosial Agraris
di Ogan Ilir :
Studi Kasus Gerakan Petani Penesak Bersatu
versus PTPN VII Cinta Manis

Rusdi, S.H.|
(Sekretaris Gerakan Petani Penesak Bersatu (GPPB))

A. Realitas kondisi sosial agraria
|. Ketimpangan struktur agraria
* Mayoritas menguasai sedikit, minoritas menguasai banyak
> Tata kuasa, produksi & distribusi
2. Maraknya konflik agraria
*  Negara/modallpejabat vs rakyat berebut menguasai tanah
& kekayaan alam
3. Degradasi kualitas lingkungan hidup
*  Alam dieksploitasi utk kepentingan akumulasi modal tanpa
memperhitungkan kerusakan
= Intinya: Ketidakadilan sosial (kemiskinan/pengangguran)

B. Kenapa Dinamika ini terjadi?

I. Sejarah perjalanan bangsa
* Feodalisme, imperialisme, kolonialisme & kemerdekaan

2. Paradigma (pembangunan) politik agraria
* Ingkar dari amanat konstitusi & semangat kemerdekaan

3. Orientasi politik agraria
* Aturan & kebijakan yang pro-modal besar, memanjakan in-

vestor, menegasikan hak rakyat

4. Praktek kekuasaan
* Otoritarian & represif dalam menghadapi tuntutan/ perju-

angan rakyat
= Intinya: Kebijakan/politik negara sebagai sebab utama.
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£ Sejarah Politik dan Kebijakan Agraria
Policik dan Kebijakan agraria Zaman Kemerdekaan Nagi
zim Soekarno) ’
. Politik agraria;menyelenggarakan suatu tata agraria
berikan jaminan bahwa seluruh sumber-sumber 2
dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran
(tercermin dalam UUD 1945 pasal 33) -
* Kebijakan agraria; (1) perombakan hukum agraria
nya dengan memunculkan UUPA 1960; (2) menj:"ha
reform;dan (3) Land use planning untuk menata k
ra menyeluruh tanah dan potensi agraria.
* Dampak politik dan kebijakan adalah terjadinya ke
dalam menjalankan land reform karena t
mbd:ndl ‘ekuatan politik (nasional dan internask
= $22 mengakibatkan kegagalan program, e
emperburyk ketimpangan agraria

jjakan negara o

. Sistem Penaklukan dan Penindasan Petani Oleh Reznim

Orde Baru
Penaklukan

Delegitimasi bukti-bukt hak rakpat atas Gnah dn sumber
-sumber agraria.

Penetapan ganti rugi secara sepihak.

Manipulasi persetujuan rakyat.

Tuduhan sebagai anu pembangunan

Penindasan

-

Intimidasi, teror dan kekerasan fisik
Pemancangan tanda rangan

Penangkapan dan pemenjaraan
Pemindahan masal

Sengketa Tanah Di Sumsel Dampak dari Politik dan Kebi-
jakan Agraria Orde Baru

Sengketa tanah di areal perkebunan; akbat penerbian HGU
untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit, HTL dan Karet,
atau pembangunan Perkebunan Ine Rakyat (PIR) dan PIR Trans.

(terdapat di hampir setiap kabupaten)
]
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| ’ m%m_aa i a penggusuran dan Pen 3 A

n ;
MURA nah kare dan fasilitas o}, o2Mb;
: m%mrnan_m__«. vm_‘caurua m:ﬂmm ﬁﬁl - V_Mn_an“_:mnnn_“:m._.mm::n Batu terdiri dari 8 (delapan) Desa
: a_o.a _uu_m_.:_uu:mv. caria vaur lebung) Kare ‘ jung Baty vﬂﬂuhc_.d_.n.msc Seri d...__.;._._._-_m.._w_._w_..__._w}nmz..v.._.m:...
Raring per a8 ; Nay, . » 1ajung Batu, Tanjung Pinang, Lj
Genghe® Eﬂr |ebung: nmwamulx di lahan vm_.ﬂ&im_ Jaya, Tanjung Laut dan Sentyl: g Finang, Limbang
el 20 ki dan Ogan li "y T Doratan Payaraman terdir dari | (sou) Desa yakn
Di _Qw%mma_sn petani Penesak Bersag, Amvvg n uﬂ.ﬂ eri Kembang (terdiri dari seri kembang 1,2 dan
fa . | ’
. m”__._@__hwnss Manis f, — Kecamatan Lubuk Keliat terdiri dari 4 (lima) Desa yakni
H___ m MmE:m. _Ame.._m:. Lubuk Keliat dan Paya Lingkung; -
. . . . | = Kecamatan Tanjung Raj iri dari ,
v %E%_aauﬂ __Hom..n__x sosial Agraris ; o.ﬁi Siring Alam: Jung Raja terdiri dari | (satu) Desa yakni
. Up merintah FU — Kecamatan Inderalaya Selata iri dari
’ E:uﬁcﬂwa review terhadap per Em:wm:.vmészg | yakni Meranjat Anm_.%,m dari Kann_mﬂ“.ﬂ_ ww:aw chu,wuw T
o mel  aupun SWasta N bing Gerinting Muara Meranjat e
gera © ventarisasi perusahaan BUMN yang ber — Kecamatan Inderalaya Induk Terdiri dari 2 (dua) Desa
. ansmwuam :3& yakni ._.m:__.sm Gelam (terdiri dari Tanjung Gelam, Se-
Nﬂr pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daery, | _ mwo: Sakd). '
. Segera memiasilitasi Raabammgnvwaasws Eﬁ ﬁﬁgwmn wﬂ_“wgm Kuang terdiri dari | (satu) Desa
tara warga dengan Perusahayy,
R:a&_m:m: an .
salah ﬁ_._} Status (konflik warga dengan PT.PNVII Cinta Manis)
« Harus menjalankan amanat undang undang ~* Tanah Kembali harga mai...22?
+  Mengedepankan dialog dil *  Jangankan tangan, nyawa pun ku pertaruhkan (kata rusman)
. Instrumen Hukum hak atas tanah . nﬁwm_mzm persatuan dan Kesatuan
+ Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 (3) aram Pondokan (Semangat Kebersamaan)
* Undang-Undang No. 05 Tahun 1960 tentang Poki
Agraria
. W”n_uz_._m.c=n_m=m No. 32 Tahun 2004 tentang Peme
era

*  Peraturan Presiden RI.No 10 tahun 2006

K. m....om Gerakan Petani Penesak Bersatu (GPPB)
, . mn&xwmm _..wavmmm“o.wﬂru: Petani Penesak Bersatu (G
| B :..._N_..:mn Desa Seri Bandung Kecamatan Tanjung &
i promee! (GPPBI | @yahoo.com) (0852 6700
Nggot: 6611 Kepala Keluarga

}Q C-.— n g
s_.wﬂs.. AMa-nama kecamatan dan desa yang dimals®

H Dingr: el Dinamika u@:\ﬂﬁ%&!h&taa di Indonesia 93
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fo .
N..o%m.h&zh‘hma:w d1 Indonesia e
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Konflik Sosial-Agrarig Perlu
~ Penanganan Seriyg
(Solusi Pendekatan Melayy Islam)

Sabtu, 22 Desember 2012 - 18:13:28 W/|B | Diposting oleh : .
trator | Kategori: Penelitian - Dibaca:26gso7‘:;'-iAdmlms.

Radenfatah.ac.id — Maraknya konflik agraria cukup banyak terjadi di Su-
matera Selatan (Sumsel). Jumlahnya mencapai 51 kasus yang tersebar
hampir di seluruh kabupaten di Sumsel. Baru selesai |4 kasus, 24 kasus
masih dalam Penyelesai:fn dan 13 kasus sedang diproses melalui jalur
hukum. Mengingat meningkatnya kasus tersebut, Lembaga Penelitian
(Lemlit) IAIN Raden Fatah Palembang menggelar seminar nasional pada
Kamis, |3 Desember 2012 di Hotel Sintesa Peninsula tentang mengatasi
konflik sosial agraris melalui pendekatan kultur dan agama. Diungkapkan
oleh Kepala Lemlit IAIN Raden Fatah Drs Syaiful Annur, M.Pd, mengung-
kapkan, konflik agraria yang berkepanjangan di Sumsel mengundang kita
terpanggil untuk turut serta membahasnya melalu pendekatan kultur
dan agama dengan menghadirkan para pakar untuk turut serta mem-
berikan solusi terbaik yang bisa diterapkan semua pihak. Salah satunya
melalui pendekatan Melayu Islam yang menjadi senjata dan formula yang
efektif sebagai model penyelesaian konflik-konflik ini.

Dalam seminar tersebut hadir pembicara Guru Besar Kajian Reso-
lusi Konflik Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Iskandar Zulkarnain bahwa konflik agraria akan terus ada bahkan se-
makin menjadi jika tidak ada penanganan serius dari pemerintah. Dia
menambahkan pemerintah saja tidak cukup, seluruh elemen masyarakat,
pengusaha dan perguruan tinggi juga harus terlibat secara aktif untuk
menangani kasus-kasus ini secara komprehensif.

Namanya konflik ibarat bom waktu yang dapat meledak 'kapa-n saja
jika pemerintah menyelesaikannya dengan sepenuh hati dan tidak ikhlas
bekerja untuk kepentingan keamanan, perdamaian dan pengembangan
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at Tcﬂse'“s,; me: clalui pendekatan k :
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' "wﬂf:;. padr B konflik lahan harus gey

n demikian status kepemilikan lahan : : _
D enyelesaiannya di lapangan melalui emengr =25 13K o

rang
ng sifatnya mendadak. Keempat, Sasck panuean, Masyarabat Sumag

|
?f

o lesa®® © berpihakan ne ya . _
elain pe® " xan keberP 8ara ¢ n terdiri dari beragam etnis, yakni Palembang, Ogar

¢ b";w,;ns mews,ian secara komprehensif g, abﬂ"‘ﬁ Ss::,‘:,,do, Pasemah, Gumay, Lintang, Musi, Pawas, Merange, b’mm"""’“‘"t

et ‘ok’k:n peﬂ)’e'e i mata denga.n pihak berk Kisam dan lainnya. Masyarakat Surnatera Selatan 3dsiah masyaraac phy-

Ym0 ang DS iy e pemerintah daerah o Mgl . Namun bukan masyarakat patrialistik, hingga masing-masing ewis

(e 3izp‘P:mndak tegzsret ke meja pengadilan,’cegy, Y idak memiliki sosok panutan yang permarien. Sosok pesmimgin informal

,;fan n dis;:usdi sekretaris Gerakan Pg
n

amum Wdﬂ“&f‘" engungkapkan Bberbagai Sengker,

g clapa saWit, karet, HTI), argy|
:t; (fr::ﬁ) : r:an g(untﬂk perumahan dan fasilitag ol

den sudah tergantikan oleh para pemimpin formal (pejabar). fqu,l o
obal dan milenium M. Globalisasi dan milenium Il memberi pergarvh
rubahan sistem nilai dalam masyarakat Tawaran kecanggihan produlk
Iptek telah mengubah kecenderungan masyarakat ke nilai-niai meteri-
alisme dan konsumerisme. Sementara itu keterilatan terhadap sistem

ran @and merintah pusat sampai ke bayq, e. Seme
pe |gg|eS=L ikan mulai oleh P;elakﬂkan komunikasi dengan pi' nilai yang bersumber dari tradisi dan agama menjadi semakin longzar.
f".s?_;pps relah berP n masalah agraris sampaj ke . P Kecenderungan kepada budaya permissiveness (serba boleh) semalin
i it deng? cerlihat dominan” Namun ditekankannya pemicu konflik adalah pengs-

ng terka sekali ad -
6 ra namun belum sama A respon ruh tekno-logi, mempengaruhi pro rakyat, cenderung ke materiafis dan

pahlan 512 MUI Sumsel lain lagi dalam menyamp; is menjadikan tradisi baru/ i bagi kehi

ua T pai konsumeris men| pergeseran nilai bag kehidupan
Sodikun ‘elakhl;rlfs ilakukan yakni “Kebijakan yang berpipg | masyaralat"ungkapnya.
cerbaik Y216 harus dibangun penguatan jaringan komunilqﬁ Selain itu, Dosen Ushuluddin Rifai Abun lebih men -
of bukan POl membumikan pilai-nilai 4 Pilar Kebangsuna filsafac sosial “Hampir 2000 hektar diambil cleh PTP IV, ada kesepa-

angar anak ban e mengedepankan sikap keteladanan, kepyy katan yang masyarakat menggarap tebu daerah, membuat . Kalau tidak
P surat dari Kerio, penggantian tanah sudah diserahkan kepada Pak Kades

mendesain resolusi konflik berbasis kearifay _
v . : dan Pak Camat. Pendekatan secara legal formal belum berpihak kegada

: kap bertanggungjawab setiap anak ban g : :
msuona.lj membangl!nbs;n Pn Peradgagban Kniddawahar® £ masyarakat banyak, ini ad; sebuah kegilaan rezim. Prcyek-prcyek perhg-
kum ro'in), dan membangu i ) bunan dengan tangan besi. | 996-2012 menggunakan centeng dari pjaran
Guru Besar Pendidikan Islam Jalaludin menyampaikan kepolisian. Temuan di lapangan pada Limbang Jaya. “Mereka meronda,

perlua adanya kesatuan seluruh elemen masyarakat disamping@y membela diri, sudah di kepung masyarakat Tanjung Bacu" yang melebar
j menjadi konflik sosial-agraris. Bukan berart legal formal salah, sebagai

me-wasam

' larismatik. Menurutnya pemicu konflik ada lima
e o sebuah kegilaan rezim”

ma, terjadi proses pembentukan masyarakat madani dengan
lembaga-lembaga kemasyarakatan yang independen (LSM. LBA Eka Subakti Ketua Serikat Tani Sumsel menegasian Kajian Hak dan
dan sebagainya). Dengan adanya lembaga independen ini Kewajiban: kgmbah ke kopstatusu nasional pa.sal 33 ayac 3, faktor pe-
merasa terbanty untuk melakukan penuntutan haknya. Kedigh nyebab konflik an mayoritas usah::‘-usaha b:sqas dan perusahaan asing
diran inv i ; kelar, Dalam dan swasta nasional, semakin masiff, Indonesia ma;uk pada pusaran
estor asing _menlmbulkan kelompok make i ekonomi global. Indonesia menjadi target pasar bagi perusahaan asing
men, g?m e Ia.h an masyarakat, umumnya para 't ke daerah-daerah otonom, mereka akan melakukan ekspansi melaku-
ggumk.an pihak ketiga,” sebagai makelar. Dalam s penanaman modal, mereka mendapatan kemudahan dan legitimasi
Pangan sering terjadi salah alamat, hingga pemilik lahan YA >} dari badang-badan yang ada dibawah PBB, dan lembaga-lembaga sosial

memper, \

mm-;zmo‘l:: bayaran. Ketiga, Status kepemilikan lahan, P"dai
T§2 masyarakat it " empunya
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ezd menga[aKan, PEnan
melakukan aksi jalan ) -Pan

nan : dap Pél >’ i< Rong, i
l::f saty P;i;gﬁ,asl t::g‘:' Pl:mbelaan diri petanj m:::; hﬂ
a H
rersebut merupakan ben '\
aya P 2 olel jhak PTPI\_I_VII untuk me|
Menu™ g dibuat‘g " elakulan aksi jalan kald.
n

. Mi 11/2013
ile hari Mlnggu (IOI : ) Yan |
selZlal' aksi jalan kakl‘menu]u Jakarta,l!,‘ u Py |
kepala keluarga dari 22 desa di Kap, e’%,\’l
. 1conflik agraria. Pat&'%

tuk,
e

an

tas tanah seluas 13.000 h,
ta Manis. Selain itu 8 Sy,

pTPN VIl Cinta l, Para pey, -
”af ihak Komisi Pemberantasan K_OFU[_:s. (KPK)E,:N ,,;
i vang melibatkan PTPN VII unit Cinta MQNiS.TEN
nteri BUMN Dahlan [giyy . %

. mendesak agar Ment
da:ic;:zar;inya karena membiarkan perusahaan Perkep, m?‘
m:nmpas hak-hak kaum tant. :‘
nnya para petani juga ‘mendes_ak agar pemerioal
Dalam tuntutd i berbagai konflik agraria di In doneily t:::

menyelesaikan
zfl:;aten égan llir, dengan mengacu PRcT PRSI 194

(UUPA) tahun 1960. |

Pokok Agraria (U
Para petani ini berhimpun di bawah payung Gerakan Nasiondq
|

UUD 1945 (GNP-33 UUD 1945).

. menuntu[ hak a
j oleh

Ulfa llyas
Terpopuler 7 Hari Terakhir:

Bara Konflik PTPN VII Cinta Manis Sumsel

i

!

|

OPINI| 18 July 2012 | 17:47 Dibaca: 810 ;
Membaca Kompas sebaga meda kompasc etak hari ini, kembafﬁ‘
rus mengurut ada. Sebab, lagi-lgi konflik antara masyarakat &
tar kebun PTPNVII Cinta Manis bergejolak dan menimbulken |

|
|
|
|
|
|
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khir tahun 2009, sedikitnya 23 petani
oga:"ir' 5”’"“.' tertembu's peluru polisi akjb‘:e:a ko:ﬂe;m Payraman,
pTPN vII. Selanjutnya, konfhk makin meluas, 22 Do lahan dengan
erkebunan tebu terselb:; |usasr.ru bergolak. Yang mengitarj

engapa bergejolak? Saya membaca

ng':imgafdi mgdia sos-ial. bahwa perlmmmmw PTPN
gesain oleh mafia importir gula, yang tidak setuju PTPp b‘s:tersebm di-
i dengan baik. Tentu jika gangguan usaha perkebunan ini ubﬂ'Pfoduk
la nasional akan terus berkurang dan targer md;:“‘:

Swasembada gy

stOk gu H
ridak akan pernah tercapai.
Komentar lainnya, bahwa pergolakan masyarakat dj 22 desa ini ka-

ena ada provokatornya, sebab dahulu tidak pernah

ngan PTPN. Sekarang,justru masyarala bergolak mﬁﬁm
Saya yang mengikuti perjalanan kasus ini hanya bisa

cut mendengar tuduhan-tuduhan semacam ini. Bukan apt:!_'selmm -

-olah masyarakat di 22 desa itu adalah segerombolan w‘fﬂ- seolah-

disuruh menyabung nyawa hanya karena provokasi. yang bisa

Mengapa bisa terjadi konflik?
Menurut masyarakat, dahulu tanah-tanah tersebut adalah tanah perke-
bunan dan garapan penduduk desa. Pada saat perkebunan masuk mere-
ka diminta menyerahkan lahan dengan ganti kerugian dengan harga
150.000 perhektar. Namun, oleh Tim 9 mereka mmdapam pgn::
yaran hanya Rp 25.000 per hektar.

Masih menurut masyarakat, luas garapan tanah mereka menja-
di berkurang jauh. Banyak yang dibayar tidak sesuai ukuran I;g:g sudah
diukur oleh Tim 9.Apa sebenarnya Tim 9, ini adalah sebuah tim pem-
bebasan lahan di masa lalu yang beranggotakan Pemda, Aparat Desa,
Agraria, Masyarakat dan Perkebunan.

Selanjutnya, selain ukuran yang jadi me jadi juga rekayasa

. nyusut, terjadi ju,

dalam penggantian kerugian dimana penerima ganti rugi tani juga ba-
rjly'ak dimanipulasi. Sementara, pihak yang menolak dengan mudah dipo-
lisikan dengan tuduhan anggota organisasi PKI.

' T.era'sa klise, namun demikianlah proses ganti kerugian yang banyak
terjadi di masa Orde Baru. Menurut lkzin Lokasi dan lzin Usaha Per-
kebunan, PTPN VII Unit Cinta Manis mempunyai luas 20.500 hekrar.
Anehnya, menurut BPN Sumatera Selatan, perkebunan ini mempunyai

W sertifikat HGU hanya 6500 hekear.
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A dan *+/- 4.800 Hp

41- B8V . lahan masih bely Magiy

FWY"' (iha mh& ;l':nltuk be"Produksi'::: I;‘iir,;\

rasional perusahaan yang "‘!enj:p.bh‘\\

g Mpefﬂ"”’" RKAP nya PIEPT Kebun ity

m,ngafN‘;: ra lewat - ngurang! belanja !\legara Uty Lke‘:{\

Giikan rakyat NEgaa 1l yang jup, \

e nP; P;npejabﬂ dan karyawan perusahaa‘n_pe'_u’t;a\\1
i dari

acara iLc I(a.mi !Iyas TVOne Malyy . \

s et s

perijinan Jahan ini adalah celah bagi p..

kenario-skenmr: . ¢ hn\
"3 dalamnya menyusun S Narig g *
he d??fa berlimpah. d:h
taan sejatinyla I@’?(g ;udah terjadi | -

N ine di hote .an mem_mggu ki i
ran Baaalipy ’:ndg,: ﬁli bzrbagai tempat di Republik in;, an%’:
para karyawan rendahan peméﬁ‘;,‘

n para t keamanan berpangkat rendahg, . i

punan ataupy P:;;hkan ada yang kehilangan nyawa, Bag 'Tm,:

: konflik ini; rasa terancam, was-was, ke,
di I’P"fd :;:nk:n rasa kebencian yang _aszn berujung keke Uty
g;i gk:.,ﬁmn hidup dan akan menjadi pengalaman U”aunm::
di ingat .

akmNamun dengan entengnya, para pejabat teras dj e,
bat perusahaan dan pejabatapm

MN dan yang terkait, pejabat pen o
r?nl:nan memb)::t kesimpulan imajinatif bahwa ini adalah akbar

termakan provokasi pihak tertentu.

Nah ini yang terakhir dan agak di luar konteks, tapi bagi g
menggelitik. Untuk kasus strategis dan mendesak seperti lahng
bermasalah di beberapa perusahaan perkebunan milik Negara dit
gai wilayah sekarang ini, belumlah terlihat langkah progresif, spona
militan dari sang bos besar BUMN, Dahlan Iskan, terpublikasikang
Apakah beliau masih perlu waktu yang lebih banyak juga unti
ngumpulkan, mendalami dan menggali informasi (entah sudah d
dihiasi atau tidak oleh para staf/direksi perusahaan, dirjen aaué
asmen) untuk mengambil keputusan yang tepat. Atau semogahhif
karena kasus-kasus ini juga terlalu menakutkan dan berbahaya !

catat®”

rga locall
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sy

udah melekat di hati publik seperti begitu cepa
K;W”;f;mumwmmewamummx
P memP L mah presiden sambil mampir kongkow konghow
Mdﬂnﬁidi mrtt&"d‘kd’"m‘smmﬁ‘ﬂ
@omghaan perkebumﬂ Nepnmmvrlharmu-
d'Pesi tempat dengan ‘*‘Fﬂbe?"d"fﬂtzﬂpnm-mda
bagaimana i

hal itu cukuplah munbm: para deputi, dij S

- oksi perusahaan BUMN keringac dingin sebentar, semt ——

dnrekan menunjukkan ekspresi wajah pura-pura kagum dan selan-

i . ‘,i bos. Bisakah sang alone ranger BUMN ini, Dahlan s} bmsebalw-

k‘.P‘ :ggerak pemecah masalah kebuntuan sistem lahan-fa}

gai pe salah ini sampai ke dasarnya, bukan sekedar permu F'dm':_'

::mis publikasi saja???

¢a Lahan: Petani Duduki Lahan PTPNV Ci .

g::gl:ium'at. 18/01/2013 05:49 WIB Manis
mpang tindihnya kepemilikan membuat 2

KARTA - Tu . .
::jumlah lokasi menjadi tak terhindarkan.

Di Sumatera Selatan, perseteruan kembali terjadi antara petani dengan
Perusahaan di Ogan llir.

Warga desa melakukan pendudukan atas lahan-lahan yang dipakai
oleh PTPN VIl unit usaha Cinta Manis. Direktur Wahana Lingkungan Hi-
dup Indonesia Sumatera Selatan Anwar Sadat mengaalan awalnya war-
ga Desa Betung, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan llir, melaku-
kan pendudukan di atas lahan yang tengah berkonflik dengan PTPNVII.

BUMN itu beroperasi di atas lahan sekitar 20.000 hektar yang tum-
pang-tindih dengan milik warga.“Namun, banyak orang tak dikenal yang
mencabuti kembali tanaman yang sudah ditanam masyarakat, merusak
mushala dan pondok yang dibangun masyarakat tadi malam” kata An-
war di Ogan llir, Kamis (17/01).

Warga pada Kamis siang mulai menanami kembali tanaman, men-
dirikan mushala dan membangun pondok-pondok yang dirusak. Kamis
malam, lanjut Anwar, pihaknya menggelar acara doa bersama dan yasin-
an untuk penyelesaian konflik tersebut. Anwar mengharapkan suasana
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ﬁendukung Keb‘iakan PQ

meletusnya konflik d o
gnan Nusantara viI, &:b'*ebunh'ﬂ

Badan Usaha Milik iy “Patq:\"‘q,'

en e

: tersebut kepada ary ( Q&

jesaian kasus Manajen, E*"m
Al

1

rkait

n mendukung kebijakan pe
konsisteﬂ _d;,.ime.- Kemente_nan BUMN Mur}:::hain;- i
Indust" Ja Ahad, 29 Juli 2012. Mag 2::
S BUMN. menurut dia, adal_ah dengan
koﬂslstm rga."soal Iahan, BUMN t‘dak akan bag?:dhkbh
b

Sikap

\epada W

kompromi kP hani.

da warg® .‘" Vil untuk memperkuat Personel
militer: Mengenai adanya kemungkinan

baik dari pohsl. konﬂlk aklbat marahnya warga terhadap apar:':&hrp%

ey

kanya POLEMS! o atirkan hal tersebut.“Makanya kita 3
khani tidak perbuat kerusuhan, kan harus diredamg?";:‘:;akw
memang Wa : solusi selain memperkuat keamanan, zamkhani tjdh

. Menmﬂ_ Manajemen PTPNVII _sudah beberapa kali "“elakuh
kin ‘k'" 1 nada Wa untuk berdamm_'-l(alau sudah tidak big, 4

s kegijz kami kan harus antisipasi dengan Memperkuy oy

- i belum memperoleh informasi apaka tk
oda itk Kementerian BUMN y2n@ datang langsung meninjau ke ogg
sy juga belum tahu, Pak Menteri akan ke sana atau tidak"k,

dia.
Lebih lanjut, 2 menyampaikan rasa prihatin terhadap adanya
tewas dan luka-luka pada saat terjadinya konflik.*Sudahlah, jang

lagi berkonflik” Zamkhani menutup pembicaraan.

Bentrokan terjadi berawal dari laporan perusahaan perkebum
tebu Cinta Manis PTPNVII, yang kehilangan pupuk sebanyak 27 tnd
rayon tiga pada 17 Juli 2012.

Saat personel Polda Sumatera Selatan dan Polres Ogan llir merg
adakan olah TKP dan patroli serta dialog dengan warga, situasi cukf
kondusif, Namun, ketika iring-iringan anggota dari Polres, yang tet
anas penyidik, intel, sabhara, dan Brimob tiba, mereka diserang Wi
secara membabi buta.
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warga Desa UL D012
n ‘“?"d?; jumat sore: 77 Juli 2012-
|2 tahun,Angg?

Lima warga lainnya

erahkan ke PT?NVH
TPNVII Cinta Manis

fah SacV" . dari ten Ogan llir yang e
kilan petart di KE i PT Perkebunan Nu-

ju OG aﬂuﬂ P n BPN Pusat, berialan CUkUP

AL mbalian 0%
?un“"' PengeN)V" Unit Cln
qan
alot

pun DB
MeSPm

asional (BPN) Pusat setuju
nh:, (HGV) kepada PTPN VIl atas
juga akan mengevaluasi HGU se-
BPN akan menghkaji dan
konflik paling lambat

pertanaha

i fakta oleh tim dari Sekretariat bersama Pemu-
ard daval et dari Ketua Direktur Eksekutif VWalhi

A jonal
; h Rakyat Nasional, - .
linan Hakg?:mn (ls(rrinsel). Anwar Sadath, dari Serikat Tani Indonesia,

i.uc‘:;::;aYa'kup dan Ketua Konsorsium Pembaruan Agraria, Idham Ar-
syad.

petani dari Kabupaten Ogan llir kala aksi di depan Kantor BPN di Jakarta.
Foto: Sapariah Saturi

Anwar Sadath mempertanyakan, legalitas operasional PTPN VII. Dari
izin prinsip 20 ribu hektare (ha) tahun 1982, baru mendapat HGU 6.500
an ha. Dia meminta BPN me-review kembali HGU yang sudah diberilcan
karena terbit dengan penuh manipulasi.

Dia heran, operasional PTPN bisa berlangsung sampai saat ini padahal di

lzhan yang tak ber-HGU. Jikapun ada izi i
- . 1 | . :
oy s i m‘jmn? izin lokasi hanya sampai tiga tahun,

ki
ta: ':Z:haizii’:rkebu_nan (IUP) itu terbit jika sudah ada HGU."Ini HGU
» izin teknis muncul dari mana? Sudah 30 tahun berusaha
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Vil Buntu, Pet '”aik’ u&,;n (GPPB) :taU
Negoisasi dengan PTPN P Vg, o ¢ "‘%’ WA ognesak kesela"t - cingg?!
S ilan petani Ogan |; “, ¢ pr‘*ﬂduh" e o PR L merasil (empat asyar®
MUAN antara perwakilan petani Ogan [l 4, ! AP0 s pungd” pali % L S gandun® o aan asil
:ETFFELEVH unit Cinta Manis difasilitasi wmeme”a“ BU:‘flaqn M}r’ ket 5’;1 sam? ’f; pTP. |S~le:/I| "Keselahtna d
lias tak ada kata sepakat. Warga yang ¢o,. ey s K 1980 adiran " oTP i “IKare
lan bu:t;e:az Penesak Bersatu (GPPB) pun tetap akg::‘-lhg ;:r;:\ ”,}:Pk ;.:‘deﬂﬂ‘r(;g mgtef l‘f:: Perlu ?::m Muis- lam per-
:au:gsaammi ada kejelasan. me“dul"'é: v, P": ,ek“’rk.:n. M’syzr:duki lahan Ke Bud rkan ini
h. Direkeur Elsekutif Walhi Sumatera g d"""k ff@ﬂ oh 592 " 1eap OV panis, BOY S ama
Anwar ‘S‘adar.tj ';;ator n kecewa dengan Pel‘te:na n s, o ,‘b-ar il’a j aka? Vi unit Ci '5; um ng b‘;_m duk berz =
i oord! u M u i KI a
mmﬁan B Merel;a melr:gharapkan' _‘etlda::\ h“&:l?)‘\ wsﬂf“’ v hany@ Pro?ebsukti kam M:l:" Jika g2
dari Kementerian BUMN membentul semacam tim Veriﬁl):: Uy Ry ot d eﬂz““kas&:ika" b"Wbuktiaﬂ terb?)
Sayang sekali Kita sudah memberi peluang rasional, gy I"‘:?"‘ o n;l';n ""e.mbn deﬂg"’n.P‘?nr:e o a depan, M®
cuk uncuk verifikasi data di lapangan, &api PTPN may, gy M Yang o " i Wkﬂk;ib'u gan 1™ membicard nd tkan tanah it
2 Ya silakan, Kami sebagai pendamping lepas tanga o key by | ok parus jak untl Vi, kala men hikan, ambil
el in(17/7112) peta Crah,, i meng? N VI, k&' ditudu
ke petaniy” katanya, Senin(17/7/12) petang usai pertem,,, " an o 0P, BOME L ajemen Pl ok seperd Yang | h kami lakukan
rian BUMN. Ke'“&k e la'u.f_iasar-d‘rlsﬂr" ; ukt. Dari itui2 pagjan masih
Padahal, penyelesaian konflik lahan, tak selalu harys Melaly; Wim X ada ian. Kam ) sebagian sudah ada, s€
kurn, bisa dengan mediasi yang menguntungkan parg Pihak.";ﬂpmsﬁsh B P"‘"iga Mengenai HOL > LG itu tecap s2n-
lihat dengan proses hukum bisa selesai. Silakan.” Ere'“m: | lﬁ;’ ucap Boyt li;ami walau tak 43P Kementerian BUMN agar
. upenurut K& . e A
wan Nurdin, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaryan o, . | proses Me"u| kepada Preside? meﬁ:;gaku. manajemen tak merm
mengatakan hal sama. Menurut dia, konflik tak akan selegy; hana (KPAL engendl su arl‘ahan ke war, , Boyke nah dengan sah lewat panitia
proses hukum. “Kalau PTPN VIl mau proses hukum, ya gijy- 2 iy mengembal an wgami sudah dapatkan t@a
proses hukum.Warga dengan jalan warga tetap duduki 'ahan"n deng, Lyl dasar itu- - R
i i ksi di Kementerian BUMN awal Iyf; in;i X’ TPNVII tak memberikan man 'at,
Petani Ogan llir saat a Juli ini. Fogg, Sopasy prilat merasakan P ; masyarak t.*Yang baik teruskan
Saturi ‘ lamas n,ada pemberdayaah igsyet 2 % . rsama,
Dalam pertemuan Iwan mengatakan, di PTPN VIl unit Cing, Maric. nkendszsdayakan masyarakat sekitar. Kl_ta bisa duc;l)uk b:en e
masalah lahan. Jika berbicara tentang kasus lahan, yang harys dica:::t b‘iﬁ:lg:eperti apa. Ini proses. Kita lebih baik duduk bersa
temu problem ini. g "
: bahas bersama- . “
Mengenai pengusahaan lahan PTPN itu soal lain. Dia balik b, Warga yang sudah puluhan tahun menjalani kasus ini merasa kesafl.. Kok
 Sudah 30 tahun kami menderita. Ke mana selama ini.Apa

mengapa tanah yang dikuasai PTPN VII sebagian besar belym menmil
Hak Guna Usaha (HGU). Padahal, semua perusahaan perkebunan hang

memiliki HGU.“Wajib hukumnya punya HGU.”

“Mengapa sudah begitu lama beroperasi tak punya HGU. Ini sedang ber
sengketa, jadi susah dapat HGU. Ini akan berlarut-larut”

Dalam pertemuan Iwan mengusulkan, harus ada ruang yang bisa mene
mukan jawaban secara komprehensif hingga masalah bisa selesai, PTP
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baru sekarang
hanya ABS (asal bapak senang-red)?. Lama pak, 30 tahun. Bukan waktu
yang singkat,” kata Rudi Hartono, petani Ogan llir.

Menurut Rudi, jika bicara bukti, warga juga ada."Apa yang dilakukan tim
Xwaktu itu jelas penuh rekayasa. Kami banyak paunya surat-surat tidak
h unda tangan. Kira-kira kalau surat tak ada tanda tangan, sah atau
tidak! Andai tak sah, apa itu yang jadi acuan?”’ Rudi balik bertanya.
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P nta Manis sely tkat,
Tuntutan te daprga dari 21 desa sejak Juni lalu. = seki“ru:h”
Jar unjuk rasa serta mepq §

hekear diajukan W o
Beberapa kali mere Mereka mengklaim lahan itu diamp;)
Pada uhun I982- .

PTPNVII Cinta Manis.
oal PTPN Cinta Manis

ganti rugi Yang sesuai
: Didemo S

Lagi, Pempm‘;a f'{abu, 05 Maret 2014 13:24

dy Siska

Diterbitkan pa
massa yang tergabung dalam Ge""lkan

Redaksi Online / Win

EMBANG -Ratusan _
PAL 1945 melakukan aksi ke kantor Gubernyr SumsN
Kapten A Rivai, Rabu )- el

Uduyg |

Paks, .
N

dify
pasal 33 UUD 1945 dan Uupa
mendesak agar konflik agrariaantara petani Ol dan PTPNV)| ¢ 0.5 19 "
diselesaikan danmendesak agartanahsegera deikembalikan ke Mta My,
seluas 6772 hekurygselama30tahun dirampasoleh PTPNV]| gia:ara :
«Tim Terpadu pada intinya mendukung secara penuh PE“YEIeSa:aMa"iS.
flik petani vs PTPN VII Cinta Manis, akan tetapi General Man, an ke,

nti dan Abdul Hamid (humas) tidak mengingingkan p e"Soalairf g
lesai.” kata Korlap 1, Galuh Sita Resmi. (rip) ini g
Bentrok warga dan aparatdi Sumsel, IPW desak lima pery;
polisi diperiksa. R
FOTO: Bentrok antara warga dan Brimob pecah di Desa Limbang Jaya, 0
llir, Sumsel. (Yusran Uccang/Antara) » Ugan
Sejak pekan lalu, warga di Desa Limbang Jaya, Kecamatan Tanjung Bay
Kabupaten Ogan llir Sumatera Selatan melakukan unjuk rasa mempm_'
tes penggunaan lahan mereka oleh PTPNVII Cinta Manis.

rbuan ini.Adakah pihak

. i .
operas! peny’ gratiﬁk351

1%Jika ada ini merupaktn 4
i - imbang
|at polisi dalam menzalimi rakyat Limban
u:t:kprer;:;naﬁ’?Pprang memberi bantuan h:frus diperiks
l:i;lam rilis yang diterima SWATT Online, Senin.

PW menyayangkan
Jaah alat negara yang senantiasa harus melindungi rakyat.

Aksi unjuk rasa itu berakhir dengan kekerasan yang menyebabkan se-
jumlah orang terluka dan satu tewas bernama Angga Prima (12).Te
bakan tersebut diduga dilakukan aparat Brimob.

Perlu diketahui bersama kekerasan di Desa Limbang Jaya terjadi hanp
dua hari setelah Presiden Yudhoyono (SBY) menginstruksikan pember
tukan tim terpadu guna menyelesaikan konflik lahan antara warg dan
PTPNVII Cinta Manis di Ogan llir, Sumatera Selatan.
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Palembang: Indonesia
Metrotvnews.comy P800 orupsi PTPN v O Ubtig

0 melaporkan duga S u Unjt N W
dl_cKa“ ”b)u:s m" Ogan llir, Sumatra Selatan (Sumsel) ke Komisﬁ',“‘a M)
tasan Korupsi (KPK). BN

Divisi Hukum d h"'?{
") Koordinator Divisi Flukum dan Mgpi.
:::a\'fv“anersd“dai?runm Rabu (24/4) di Palembang, " O"in g

: . y
i sejak tiga tahun terakhir folus investigy
éarm mema":d‘:l“ PTPN itu akan kami laporkan ke 12:’::?1?% .
pan,” jelasnya. ' ‘ gy ;:
ICW mencurigai adanya indikasi korupsi dan kerugian )

. Ne
dakan prasyarat perusahaan perkebunan yang tidak dipatui::rh‘l Mg g,
“Kami melihat ada indikasi ke sana dan perusahaan

5 yang ¢
liki Hak Guna Usaha (HGU) dan Analisa Dampak Lingkuﬁg::a& Men,
ujarnya. mdi!);-

Namun ICW belum menemukan kasus suap Yang mungkin e, -
ra berbagai pihak termasuk suap terhadap pejabat daerqp, at::}a:; -
Selain melaporkan hasil investigasi tersebut ICW juga alqp, N
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BU]qu)' karena ¢ ::;?Qﬂqn
kukan pembiaran terhadap perusahaan yang tidak memenyp; pr;meh'
tersebut S‘Rm
“Ada indikasi kerugian negara penerimaan negara bukan Paijak ¢
jak yang harus di setorkan oleh perusahaan itu. Dan haryg dilE‘isir]l pha..
bahwa ada tindakan yang tidak membayarkan kewajiban Perusah, J
ungkapnya. W

la menambahakan 22 perusahan perkebunan sawit lokal dan il g
negeri di Kalimantan Barat dan Timur telah merugikan negary Re9g
triliun dari pelanggaran prasyarat perusahaan. ‘

Namun, dari hasil investigas yang dilakukan terhadap perusahaan gk

PTPN VIl unit Cinta Manis, sementara baru diketahui Rp| miliar lebi
kerugian negara.

“Temuanawal invetigasilCW ada kerugian sebesar Rp | miliar lebih,namun

kami masih mendalami penghitungana atas kerugian tersebut. Ini mens

pakan telisik pertama untuk perusahaaan negara,” tutupnya. (Sri Utam
Editor: Edwin Tirani
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Kronologis Perlawanan Petani Ogan llir

Detail
Kategori: Berita KPRI

Dibuat: Senin, 02 Juli 2012 04:19

Ditulis oleh Administrator

Konflik agraria diprovinsi Sumatera Selatan sudah mencapai titik nadir.
Lemahnya kemauan politik pengambil kebijakan menjadikan sengketa
agraria di bumi sriwijaya bertambah kronis.Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia (VWValhi) Sumatera Selatan menyebutkan, ketimpangan pengua-
-saan lahan ini merupakan faktor utama timbulnya konflik agraria yang
saat ini banyak bermunculan. Menurut catatan Walhi Sumsel, luas wi-
layah adminitratif provinsi ini hanya 8,7 juta hektar (ha). Kini sebanyak
49 luta Ha atau sekitar 56,32 persen lahan dikuasai perusahaan dengan
E:mn 12 juta ha hutan tanaman industri (HTI), | juta ha perkebunan

lapa sawit, dan 2,7 juta ha pertambangan batubara. Jika disandingkan
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Rekomendasi Seminar Nasional :

atasi Konflik Sosial Agraris Melaluyi Pendekat-
8 an Kultur dan Agama di Indonesia

Men

Jasarkan pembahasan para narasumber dan t3
zc:;ionﬂ di Hotel Sintesa Peninsula, Palembang,

per 2012 hari ini dapat direkomendasikan bebe

|. Perluadanya penyelesaian masalah
~ an pengusaha dengan pemerintah
sadaran rakyat untuk membangun

berbasiskan spritual melalui gerakan masjid, untuk menggegerkan
Indonesia dengan “Qunut Nazillah dan Membaca Surat Yassin” bah-
wa “INDONESIA DALAM KEADAAN DARURAT”.

2. Perlu adanya kewaspadaan nasional terhadap liberalisasi dan pri-
vatisasi yang menghajar tatanan nilaj-nilaj s

osial dan tata adat yang
hampir menyentuh seluruh sendi-sendi dalam kehidupan masyara-
kat.

nya jawab Seminar
pada Kamis, |3 Desem.
rapa hal yakni :

yang berakar darj perselingkuh-
yang harus menumbuhkan ke.
kekuatan rakyat (people power)

Perlu adanya pengkajian lebih lanjut terhadap per-

undang-undangan
tentang pokok agraria agar berpihak kepada mas

yarakat.

Perlu dilakukan koordinasi dengan cara pembentukan tim terpa-
du dalam rangka menemukan formulasi penyelesaian konflik sosial
agraris melalui pendekatan kultur dan agama (IAIN, pemerintah,
lembaga independen, ormas, tokoh masyarakat dan TNI-Polri).

Perlu dilakukan usulan penelitian lanjutan untuk memetakasn ]k(::,;
flik sosial agraris di Indonesia, dan secara khusus Sumatera k: aada
agar kerja tim dapat berjalan secara bertahap dan sistematis kep
pemerintah,

. ah-

6. Perlu menindaklanjuti hasil penelitian dengan ;110:;3:1E>;;']::3&E§:g1m
langkah taktis untuk menemukan model Pe,"ye.es; lok(JIIKl;Itt:r dan
cara “Menghidupkan Tradisi Budaya LokallKearifar

Agama”.
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Dalam konteks Sumatera Selatan, Lembaga Penelitiap, | Al
Fatah berkepentingan untuk melakukan kajian secar § N en
flik sosial agraris di wilayah OKI, OKU Timur, Ogan, lmfk
nyuasin, Banyuasin dan Musi Rawas untuk menemukan'f usi B,
dan model penyelesaian konflik yang salah satunya mep, l?.""“'isi
kembali “Tradisi Islam Melayu”™. 8Niduplyy

Rekomendasi ini akan disampaikan kepada pemangku kepentingan ks
i

pemerintah pusat dan daerah, legislatif, yudikatif dan lembaga.|g
lainnya yang berkepentingan. Mbagy

~

Lampiran

Gerakan Petan

Kabupaten Ogan llir Pro
Daftar Jumlah Desa/Kelurahan dan Kepala Keluarga

i Penesak Bersatu (GPPB

insi Sumatera Selatan

No | NamaDesa/ | Kecamatan Kab. Propinsi j.nK:h
— 1 | Sen Bak::!ung Tanjung Batu Oganlir | Sumatera Seflaan | E31KK
2 | Limbang Jaya Tanjung Batu Ogan lir | Sumatera Selaan | 7I5KK
3 | Tanjung Pinang Tanjung Batu Ogan llir | Sumatera Selaan | 479 KX
4 Hn? Tanjung Batu Ogan liir | Sumatera Selaan 708 KX
5 i Tanjung Batu Ogan lir | Sumatera Seamn | 47KK
" Tanjung Baw Targng Do gt | Sevionn Sin —
7 I:n;?ng B TanjungBats | Oganlir | SumateraSeaan | €52 KK
8 | Senul TanjungBacu | Oganllir | SumaceraSelan | 666KK
9 | Tanjung Laue Paaraman | Ogantir | Sumacera Sean | 19 -
10 | Serikembang | LubukKelat | Oganlir | Sumacedd Seacn | 385 KX
11 | Betung Rambang Kuang | Ogan i Sumatera Selcan m:
12 | Sunur Lubuk Keliat Ogan lir | Sumacer S | A5
13 | Lubuk Keliat Lubuk Keliac | Ogon B mm:: o
14 | Ketau Lubuk Kelie | Ot | S o
o Ogn tir | Sume™ o
15 | Paya Lingkung Tanjung Raj2 o | sumasera sem0n 38 KK
16 | Siring Alam roig Z:u G macera Setan | 852K
v E’fﬁfm h:::-::‘ Opnlir | Sume® sean | 130KK
'8 Meranjat 1,2.3 e E— S
| e
oo RS ez
G £ ui sy
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